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ABSTRACT 

The Analysis Effectivity of Family Planning Service Budget after The 
Failure/Complication of MKJP in Kendal 

The mam Focus of this research is Family Planning Program Budget 
Effectivity especially on Family Planning Budget Service after its 
failure/complication which is located in Kendal.The purpose of this research to 
analyse the DP2KBP2P A policy in the family planning service after the failure of KB 
MKJP. Using Descriptive analyze methods, researcher conclude that the policy 
implementation not as it is hoped. The indication of this conclucion coming 
from the low rate of KB MKJP contribution and participation. People's 
participation in place where having MKJP failure is lower but back to normal 
after it. The procedure of data gathering are doing through interview between 
gue with · · DP2KBP2P Family Planning Head seccion and staff ,gather 
information from PLKB which spread in 10 district around Kendal and data 
from regency annual report. The data analysis using interview data collected and 
also from observation data. It is revealed from the reseach that the failure 
happened at the past should be avoided by making a team who will be able to 
improve and keep the quality of KB MKJP (Tim Jaga Mutu) and make the 
badget of track. 

Keyword : Efectivity, Budget, policy implementation 
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ABSTRAK 

Analisis Efektifitas Penganggaran Program Pelayanan KB Pasca 
Kegagalan!Komplikasi Metode KB Jangka Panjang (MKJP) Studi di Kabupaten Kendal 

Fokus dan lokasi penelitian ini pada Efektifitas Anggaran Keluarga 
Berencana khususnya Anggaran Pelayanan KB Pasca Kegagalan 
/komplikasi di Kabupaten Kendal. Penelitian ini betujuan untuk meneliti 
Kebijakan DP2KBP2P A dalam Pelayanan KB Pasca kegagalan/komplikasi KB 
MKJP. Dengan pendekatan Analisis deskriptif, menggunakan metode 
kualitatif, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan belum sesuai 
harapan. Indikasi yang menunjukkan adalah masih rendahnya tingkat 
pencapaian kesertaan KB MKJP, Minat masyarakat di tempat yang terjadi 
Kegagalan MKJP bisa menurun tapi kembali normal setelahnya. Prosedur 
pengumpulan data dengan wawancara pihak DP2KBP2P A bidang 
pengendalian penduduk dan KB. Informan yang lain adalah PLKB di 10 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal ,serta data dari laporan tahunan 
Kabupaten. Analisis data menggunakan hasil wawancara tersebut dan data 
serta pengamatan yang ada,diungkapkan evaluasi kegiatan kemudian 
ditarik kesimpulan bahwa dengan kegagalan/komplikasi yang ada harus 
ditingkatkan tim jaga mutu KB MKJP dan Anggaran yang tersedia. 

* .Kata Kunci : Efektifitas, Anggaran, Implementasi Kebijakan. 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian menjadi hal yang penting dan diperlukan untuk 

mendalami pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. 

Berikut ini akan penulis paparkan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Kendal 

dan Program Keluarga Berencana secara umum yang dijadikan sebagai locus dan 

fokus dari penelitian ini. 

l.Kondisi Geografis Kabupaten kendal 

Kabupaten Kendal terletak pada 109°40'- 110°18' Bujur Timur dan 6°32'- 7°24' 

Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kendal ,meliputi : 

Tabel4.1 
Batas Wilayah Kab Kendal 

Utara LautJawa 

Selatan Kab.Semarang&Kab temanggung 

Barat Kab.Batang 

Timur Kota Semarang 

Sumber; wikipedia.org 

Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km2 untuk daratan dan luas 

wilayah sebesar 313,20 Km2 totalnya seluas 1315,43 Km2 yang terbagi menjadi 20 

Kecamatan dengan 286 Desa serta 20 Kelurahan_serta mempunyai pantai sepanjang 41,0 

Km2,terbentang di 25 Kelurahan!Desa. 
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2.Keadaan Topografi 

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah 

dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi 

(pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran 

rendah dengan ketinggian antara 0 - 1 0 meter dpl, yang meliputi Kecamatan : 

1. Weleri. 7.Pegandon 

2. Rowosari. 8.Ngampel 

3. Kangkung. 9.Patebon 

4. Cepiring. lO.Kendal 

5. Gemuh. ll.Brangsong 
I 
I 6. Ringinarum. 12.Kaliwungu I 

! : 
I . 
I 

Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi 

yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10 - 2.579 meter dpl, 

• 1 meliputi Kecamatan : 

I . 
I 

1. Plantungan. 

2. Pageruyung. 

3. Sukorejo. 

4. Patean. 

---~------ ·-------------

5.Boja 

6.Limbangan 

7.Singorojo 

8.Kaliwungu Selatan 

---------·-~-------. ---- ---~-- ------
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3 .Kondisi Demografis 

. Penduduk Kabupaten Kendal adalah semua orang yang berdomisili di 

wilayah geografis Kabupaten Kendal selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka 

yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. 

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2010(949.853 jiwa), 

2011(95~.383 jiwa),2012 (962.472 jiwa), 2013( 973.011 jiwa).Persebaran 

penduduk di Kabupaten Kendal relatif merata, dimana jumlah penduduk terpadat 

berada di wilayah kecamatan Boja, jumlah penduduk paling sedikit di wilayah 

kecamatan limbangan. 

Tahun 

2010 

2011 

2012 

2013 

Tabel4.2 
Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal 

Sex ratio 2010-2013 
Laki-Laki Perempuan 

471.860 477.993 

476.031 479.352 
.. 

477.865 484.607 

483.352 489.659 

Sumber: analzsa Has1l Pendataan BPPKB Kenda/2013 

Jumlah 

949.853 

955.383 

962.472 

973.011 

Dari segi pendidikan selam.a periode 2010-2013 mengalami peningkatan 

jumlah penduduk yang tamat SD, SLTP, dan SLTA. Hal tersebut menggambarkan 

adanya peningkatan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam meningkatkan 

derajat pendidikannya.Jumlah Penduduk di Kabupaten Kendal tahun 2013 hampir 

berimbang, yaitu laki-laki 483.352 jiwa sedangkan perempuan 489.659 jiwa. 

Berikut Gambaran umum penduduk Kabupaten Kendal per tahun 2013: 

----- -------~-- ----
- -----~--------- ------- --
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Tabel4.3 
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur 

Kelompok Umur Jumlah 
(tahun) 
0-<1 14.636 
01-<5 53.691 
5-6 29.369 
7-15 152.329 
16-21 106.372 
22-59 541.378 
60 thn ke atas 75.326 
Jumlah 973.011 jiwa 

Sumber: analzsa Haszl Pendataan BPPKB Kendal 2013 

B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdaya2:!n Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2P A) 

Kabupaten Kendal 

1. Struktur organisasi DP2KBP2P A 

Struktur Organisasi DP2KBP2P A Kabupaten Kendal Sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja DP2KBP2PA dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel4.4 
Tata organisasi DP2KBP2PA( Struktur Jabatan) 2017 

1. Kepala DP2KBP2PA 

2. Sekretaris DP2KBP2P A 

3. Kabid PP dan Pa 

4. Kabid Pengendalian Penduduk dan KB 

5. Kabid Keluarga Sejahtera & Pemberdayaan keluarga 

Sumber: Bag.kepegawaian DP2KBP2PA 

-- ------------ --~ ------- ----- -----=- ---- ----------
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Gambar.4.1 
STRUKTUR ORGANISASI DP2KBP2PA KABUPATEN KENDAL 

KEPALA 

SEKRETARIS 

J 
I I 

l l 
KELOMPOK JBTN 

SUB BAG SUB BAG UMUM & 
FUNGSIONAL KEU&PERENCANAAN KEPEGAWAIAN 

_l 

BIDANG PP&PA BOG PENGENDALIAN BIDANG KELG SEJAHTERA 
PENDUDUK &KB &PEMBERDAYAAN KELG 

- .. .. 
_] 

J I 

Kasie PUG&Pemenuhan 
- HakAnak Kasie Pengendalian Kasie Advokasi 

Penddk&lnformasi Kel &Penggerakan 

Kasie Peningkatan Kualitas Kasie Jaminan Ber KB Kasie Pendayagunaan r--- hidup Perempuan PLKB&IMP 

UPTD Kasie Pembinaan 
Kasie Perlinduangan Kesertaan ber KB Kasie 

...._ Perempuan &Anak Ketahanan,Kesejahte 
raan& Kualitas Kelg 

Sumber: kepegawaian kab Kendal. 
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2. Gambaran Umum Program KB 

a. Latar Belakang Program KB 

Sesuai dengan UU No 10 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa hakikat 

pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila adalah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. 

Pembangunan nasional sebagaimana yang dimaksud mencakup semua aspek 

kehidupan termasuk kuantitascpenduduk, kualitas penduduk serta kualitas keluarga 

dan persebaran penduduk untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

· berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Jumlah penduduk yang besar akan berdampak pada ketidakserasian ,kurang 

selaras serta tak seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal 

ini dapat berpengaruh terhadap berbagai segi pembangunan dan kehidupan 

masyarakat, sedang jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah 

satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional. Berangkat dari 

hal ini maka kuantitas penduduk harus dikendalikan , kualitas penduduk dan 

kualitas keluarga juga harus dikembangkan, serta mobilitas penduduk diarahkan 

agar dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan 

ketahanan nasional. 

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kualitas penduduk 

dengan lingkungan menyangkut kemampuan penduduk dalam memanfaatkan dan 

mendayagunakan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya tanpa merusak kelestarian fungsi lingkungan.Penduduk 

berkualitas tinggi mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung 

----------------- ~ ---- ~---
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lingkungan, sehingga memberi manfaat yang optimal. Misalnya dengan penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi , dapat ditingkatkan produktivitas lahan guna 

keperluan pembangunan perumahan, pertanian,industri, dan lain-lain sehingga 

mampu menghidupi lebih banyak penduduk. 

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut , maka pemerintah menetapkan 

Undang-undang yang mengatur dan merljelaskan mengenai upaya pengembangan 

kualitas penduduk , pengendalian kuantitas penduduk serta pengarahan inobilitas 

penduduk. Ketiga hal pokok penting ini kemudian dirangkum merljadi suatu 

program yang berupaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta 

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, 

pembinaan . ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil , bahagia 

sejahtera. Program ini diberi nama Keluarga Berencana atau lebih dikenal oleh 

masyarakat dengan sebutan program KB. 

Awal mula diberlakukannya program KB dari penetapan UU No. 10 tahun 

1992 oleh karena itu pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 10 tahun 1992 ini 

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang menurunkan moral 

bangsa Indonesia terutama berkaitan derigan Program KB itu sendiri.Meskipun 

didalam undang-Undang ini diperbolehk:an untuk mempertunjukkan dan atau 

memperagakan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan, namun dalam 

pelaksanaanya hanya terbatas padatujuan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh 

tenaga yang berwenang untuk itu, dan tetap memperhatikan nilai-nilai kehidupan 

bangsa Indonesia. 

- -- ~- - ---------------- ----
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b. Visi Misi Program KB 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dari program Keluarga 

Berencana, mak:a disusunlah visi dan misi program keluarga berencana untuk 

memperjelas dan mempertegas tugas dan fungsi dari Program KB itu sendiri 

Visi 

"Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk 

tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas" 

Misi 

1. Mengarustamakan pembangunan berwawasan kependudukan. 

2. Menyelenggarak:an KB dan Kesehatan reproduksi. 

3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga . 

4. Mengembangkan jejaring . kemitraan · dalam pengelolaan kependudukan 

,Keluarga Berencana,dan Pembangunan Keluarga. 

5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara 

konsisten.(www.bkkbn.go.id) 

Program KB yang menjadi program unggulan BKKBN berkeinginan untuk 

mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijak:an kependudukan 

guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional daerah yang berwawasan 

kependudukan melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera. Sasaran 

strategis yang ingin dicapai adalah terkendalinya jumlah dan Laju Pertumbuhan 

Penduduk (LPP) yang ditandai dengan Total fertility Rate(TFR) sebesar 2,1) dan 

Net Reproductive Rate(NRR) =1. Kondisi tersebut merupakan pencerminan dari 

-- _r ____ -- -------
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pertumbuhan penduduk seimbang, dimana LPP ada keseimbangan dan keserasian 

dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan sebagainya. 

c. Tujuan dan Manfaat KB 

Dalam sejarah peradaban manusia keluarga dikenal sebagai suatu 

persekutuan (unit) terkecil , pertama dan utama dalam masyarakat. Dari 

persekutuan inilah manusia berkembang biak menjadi suatau komunitas 

masyarakat dalam wujud marga, puak,kabilah,suku yang seterusnya menjadi umat 

dan bangsa-bangsa yang bertebaran di muka bumi. Keluarga adalah inti dari jiwa 

suatu bangsa, kemajuan dan keterbelakangan suatau bangsa menjadi cermin dari 

I. keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada bangsa tersebut. Keluarga juga 

menjadi komponen pembangunan paling kecil yang bisa dijangkau, jika upaya 

untuk membangun keluarga yang serasi dan sejahtera sudah tercapai baik secara 

kualitas dan kuantitas., maka pembangunan untuk skala bangsa , bahkan tingkat 

negara dapat dilanjutkan. Maka dari itu untuk mempermudah tujuan tersebut maka 

pemerintah berusaha menciptakan suatu kebijakan yang mengatur tentang 

pengendalian penduduk dan upaya pembentuakan keluarga sejahtera , kebijakan 

tersebut tertuang dalam suatu program yang dinamakan keluarga berencana. 

Kebijakan Program Kb sejatinya memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan 

sejahtera. Secara garis besar ,program KB bertujuan meningkatkan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga menurut kelompok usia sesuai siklus hidup dan usaha 

ekonomis produktif guna meningkatkan, membina dan menjamin leangsungan 

dalam ber-KB. 

j_ __ --- -r-~- ~-- ----~ --- ~- ---

' 

43417.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



57 

Sedangkan secara khusus, tujuan dari program KB dapat dibagi menjadi tiga poin 

yang meliputi : 

a. Menjarangkan anak untuk memuhgkinkan Asi ekslusif dan penjagaan 

kesehatan ibu dan anak 

b. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman. 

c. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga mealainkan 

untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan dan pemeliharaan anak. 

d. J enis Layanan Kb 

1. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagai berikut: 

1. Bina Kesejahteraan KB Pemerintah dan Swasta\ 

a. Penggerakan dan Pelayanan MOP 

' I b. Pelayanan MOW 
I 

c. Pelayanan Pemasangan IUD 

d. Pelayanan Pemasangan dan Pencabutan Implant 

e. Pelayanan Ayoman komplikasi Berat untuk KB IUD, MOP, MOW dan 

Implant 

£ Pelayanan A yo man Kegagalan KB IUD, MOP ,MOW dan Implant 

g. Operasioanal Pembinaan Pelayanan KB di klinik 

h. Operasional Pembinaan Pelayanan KB di RS 

1. Peningkatan Jejaring melalui 

J. Pertemuan Medis Tehnis bagi IBI 

k. Pelatihan Teknis IUD & Implant bagi dokter dan bidan 
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2. Bina Kelangsungan Hidl.).p Ibu Balita dan Anak dan Pencegahan Masalah 

Kesehatan Reproduksi. 

a. Pelayanan KB Pasca Persalianan 

b. Pertemuan Peningktan Deteksi Dini Kanker alat reproduksi dalam 

mendukung kesertaan KB 

c. Penggalangan komitmen Pengelola Linsek dalam penanggulangan epedemi 

HIV dan AIDS 

2. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan 

I. Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita, remaja dan lansia 

a. Sosialisasi Program Ketahanan Keluarga melalui lomba/Pemilihan Catur 

Bina 

b. Pembentukan Kelompok Percontohan Bina Ketahan~ Keluarga 

c. Operasional Data Basis On-Line Bina Ketahanan Keluarga 

d. Operasional Kelompok BKB, BKR,BKL PPKBD dan Sub PPKBD 

2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 

a. Penilaian UPPKS(Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) 

b. Pertemuan Pengembangan UPPKS 

c. Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS Harganas 

----- --------------------
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3. Advokasi dan Penggerakan 

a. Pengadaan Bill Board 

b. Dialog InteraktifRadio 

c. Pemilihan PLKB ,PPKBD, Sub PPKBD teladan 

d. Operasional MUPEN( Mobil Penerangan) KB 

e.Metode KB Jangka Panjang 

Tidak. ada satupun metode kontrasepsi yang aman dan efektif bagi semua klien 

karena masing-masing mempunyai kesesuaian dan kecocokan individual bagi 

setiap klien. Namun secara umum persyaratan metode kontrasepsi ideal adalah 

' 
sebagai berikut( Sri Lilestina 2011 :6): 

I 
I 

( 
1. Aman, artinya tidak akan menimbulkan komplikasi berat jika digunakan. 

I 
I : 2. Berdaya guna, dalam arti jika digunakan sesuai dengan aturan akan dapat 
I, 
I mencegah kehamilan. 
I 

I 3. Dapat diterima, bukan hanya oleh klien melainkan juga oleh lingkungan 

I ~ 

I 
budaya di masyarakat. 

I 
I 

4. Terjangkau harganya oleh masyarakat. 

5. Bila metode tersebut dihentikan penggunaanya, klien akan segera kembali 

I kesuburannya, kecuali untuk kontrasepsi mantap. 

Jenis -jenis kontrasepsi berdasarkan kandunganya(Sri Lilestina,20 11: 6),yaitu: 

1. Kontrasepsi hormonal seperti pil,suntikan, inplant, dan akhir-akhir 1m 

diperkenalkan IUD mima atau LNG IUS. 
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2. Kontrasepsi Non hormonal seperti kondom, IUD TCu, dan MOW 

MOP(metode kontap) 

Berdasarkan lama efektivitasnya, kontrasepsi dapat dibagi menjadi: 

1. MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yag termasuk dalam kategori 

ini adalah inplant,IUD, MOP dan MOW 

2. Non MKJP( Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang termasuk 

dalam kategori ini adalah kondom, pil,suntik dan metode lain selain metode 

yang termasuk dalam MKJP. 

MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) adalah metode kontrasepsi yang 

dikenal efektifkarena dapat memberikan perlindungan dari resiko kehamilan untuk 

jangka waktu sampai sepuluh tahun yang terdiri dari MOW (metode operasi 

wanita), MOP(metode operasi pria), 8 tahun untuk AKDR( Alat kontrasepsi dalam 

rahim), 3 tahun untuk AKBK( Alat kontrasepsi Bawah Kulit) atau inplant. 

C. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Penelitian mengenai efektifitas anggaran program pelayanan kb pasca 

kegagalanlkomplikasi KB MKJP di kabupaten Kendal. Penelitian mencoba 

menyajikan hasil penelitian secara kualitatif berdasarkan kajian pustaka, observasi 

dan wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa informan. Penelitian ini 

dilakukan atas dasar dari tujuan penelitian yaitu menganalisis efektifitas anggaran 

program pelayanan kb pasca kegagalanlkomplikasi KB MKJP dan mengkaji faktor 

pendorong dan penghambat efektifitas anggaran ini. 

-- ---~~--- -- --- -
---- -----------------

-------- ------
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Hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentukjawaban yang merupakan 

hasil dari wawancara dengan beberapa informan. lnforman yang diwawancarai 

dalam penelitian merupakan narasumber yang dinilai berkompeten dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan. 

L' 

Penelitian tentang efektifitas anggaran Pelayanan KB pasca 

kegagalan/komplikasi MKJP ini dilakukan pada Dinas P2KBP2P A . Informan yang 

menjadi subjek penelitian ini merupakan individu yang memenuhi kriteria yang 

peneliti tentukan yaitu Kepala Dinas dan Kabid bidang Pengendalian 

Penduduk dan KB yang menjadi informan utama. Informan pendukungnya antara 

I 
lain staff bidang kb sebagai bendahara bidang, unsur PLKB di 1 0 kecamatan. 

' \ 

Sebagai lnformasi yang akan dipaparkan berupa data primer yang kemudian 

disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan. Tabel4.5 berikut ini merupakan data 

I 
informan penelitian: 

\' ' Tabel4.5 
Data Informan Penelitian 

No Nama Usia Pendidikan Jabatan Lama Ket 

I Bekerja 

I ' 1. Informan 54 Sl Kadin 29th DP2KBP2PA 

l Kadin 
2. Informan 45 Sl Kabid 15th DP2KBP2PA 

Kabid 
3. Informan 52 SMA Staf 34th DP2KBP2PA 

StafKabid Kabid 

4. Informan 55 SMA Plkb 33th Kec.Cepiring 
PLKB 1 

5. Informan 34 Sl Plkb 6th Kec.Boja 
PLKB2 

6. Inform an 37 Sl Plkb 7th Kec.Brangsong 
PLKB3 

7. Inform an 53 SMA Plkb 33th Kec.Weleri 

-- -- - -----=-- ---- ------
- -~~- - --- - ----~ ------

43417.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



62 

PLKB4 
8. Informan 50 S1 Plkb 24th Kec.Rowosari 

PLKB'5 

9. lnforman 57 SMA Plkb 35th Kec.Ringinarurn 
PLKB6 

10. Informan 56 D3 Plkb 36th Kec.Kangkung 
PLKB7 

11. Informan 53 SMA Plkb 30th Kec.Sukorejo 
PLKB8 

12. lnforman 50 S1 Plkb 25th Kec.Patean 
PLKB9 

13. Informan 40 S1 Plkb 7th Kec.Plantungan 
PLKB 10 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah proses wawancara selesai , adapun hasil penelitian tersebut 

disajikan sebagai berikut: 

l.Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap program pelayanan KB 

I • ' MKJP dan Penganggaran Program Pelayanan KB Pasca Kegagalan 
I,. I 

/Komplikasi KB MKJP 

Keberhasilan program KB biasanya diukur dengan beberapa indikator, salah 

satunya yakni proporsi peserta KB Baru dan Peserta KB aktif yang baik dan terns 

meningkat. Pelayanan KB merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam 

tujuan MDG's 5, namun dalam satu dekade terakhir capaian Contraceptive 

Prevalance Rate (CPR), Age Specific Fertility Rate (ASFR) perempuan usia 15-19 

tahun dan unmeet need belum menunjukkan hasil yang optimal(Profil 

Keehatan,20 14 ). 

----------- --
-~- -------·-----
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Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan 

. kualitas pelayanan antara lain dengan pendekatan pelayanan yang berkelanjutan 

mulai dari hulu sampai pada hilir; mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, 

ibu bersaliil nifas serta pasangan usia subur. Bentuk tanggungjawab pemerintah ata 

pelayanan KB , salah satunya dengan terus berupaya mendorong keterlibatan sektor 

swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kualitasnya ,agar masyarakat dapat 

terpenuhi kebutuhan akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.Upaya tersebut 

niencakup kerjasama dengan pihak swasta maupun baik itu RS maupun klinik-

klinik kesehatan. Di kabupaten Kendal terdapat 3 5 Klinik serta Pustu yang 

· menangani pelayanan KB. 

Proses Penyusunan anggaran Pelayanan KB dan Pelaksanaanya di 

pemerintah daerah Kabupaten Kendal pada dasarnya perencanaan anggaran dinas 

merupakan rencana kegiatan dinas dalam suatu pemerintah daerah untuk jangka 

waktu 1(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah(RKPD). Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana diubah 

terakhir dengan Permendagri no 21 tahun 2011 menyebutkan bahwa keuangan 

Daerah dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efektif 

,efisien , ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas 

keadilan ,kepatuhan , dan manfaat untuk masyarakat. Dalam penyusunan RKPD 

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah) , program Pelayanan KB ,Kabid Pengendalian 

Penduduk dan KB, DP2KBP2P A Kabupaten Kendal mengungkapkan : 

"Bahwa mekanisme penyusunan anggaran dalam apbd itu pada prinsipnya sama, 

penyusunan pelayanan kb mkjp melekat pada kegiatan program maupun kegiatan yang 
ada di dinas dp2kbp2pa kab Kendal.Unit kerja yang kami pimpin kami gerakkan untuk 
memiliki rencana strategis. Sudah ada renstrada kabupaten .. Jadi untuk mencapai visi 
misi maka unit kerja kami membuat renstra yang mengaju pada renstrada terkait tupoksi 
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kami.Selanjutnya tindak lanjut dari renstra yang telah ditetapkan sebelumnya agar basil 
lebih maksimal " WM dengan informan Kabid (9 Mei 20 17) 

Menurut Van Meter dan Van Hom ( dikutip dalam Keban,20 14) yang 

menyatak:an "Suatu kebijak:an tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu 

yang harus dicapai oleh para pelak:sana kebijak:an,kinerja kebijak:an pada dasarnya 

merupak:an penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut" Hal ini 

menegaskan bahwa perlu adanya standar dan sasaran untuk mengukur keberhasilan 

suatu kebijak:an. 

__ Dari wawancara diatas kita ketahui bahwa penyusunan anggaran APBD 

Kabupaten Kendal khususnya Dinas Pengendalian Penduduk,KB ,PP& PA 

prinsipnya sama dengan anggaran yang lain melekat pada program atau kegiatan 

yang ada. Rancangan awal di bahas oleh tim anggaran dinas selanjutnya di 

konsultasikan ke komisi yang melayani bidang KB. 

Dana -pelayanan KB yang sebagian besar merupak:an dana APBN, Dana 

Ayoman kegagalan! Komplikasi IUD,Inplant,MOW dan MOP(MKJP) juga ada 

dari APBN namun hanya Rp.400.000 (Empat Ratus ribu Rupiah). Sehingga mulai 

dari tahun 2012 diusulkan ke RKPD untuk dianggarkan di tahun 2013.Sehubungan 

dengan hal terse but maka Kepala Dinas DP2KBP2P A mengungkapkan hal sebagai 

berikut: 

"Anggaran dinas dari beberapa sumber, apbn dan apbd.Untuk dana kegagalan ada 
dari pusatjuga dari pendampingan apbd.A1hamdulilah ini sedikit yang terpakai karena 
kegaga1an hanya beberapa persen akseptor yang menga1ami tindakan.Jadi tiap tahunnya 
untuk MKJP daerah sering mengembalikan"WM dengan informan Kadin ( 10 Mei 20 17). 

Dari beberapa hasil wawancara diatas bahwa dana Pelayanan KB berasal dari 

beberapa sumber , yaitu APBD dan APBN. Kebijak:an otonomi daerah 
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menimbulkan perubahan dari segi teknis , penyelenggaraan maupun dari segi 

anggaran. Undang-undang yang mengatur peralihan antara keuangan pemerintah 

pusat dengan daerah tersebut tertuang dalam UU No.33 tahun 2004. Secara garis 

besar UU tersebut membahas tentang dasar pembiayaan keuangan daerah dalam 

rangka desentralisasi dan otonomi daerah. Semuanya dijelaskan terperinci dalam 

undang-undang tersebut. Sedangkan untuk keluarga berencana, dalam PP N0.38 

tahun 2007 dijelaskan bahwa urusan keluarga berencana juga termasuk dalam 

urusan pemerintah yang pelaksanaanya dibagi bersama pemerintah daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan program pelayanan KB di 

kabupaten Kendal mengacu pada rancangan anggaran yang sudah ditetapkan oleh 

Pemda, terutama dalam hal ini yang berwenang mengatur besarnya anggaran untuk 

program KB di daerah adalah Anggota DRPD . 

Tim Anggaran di bentuk untuk melakukan pembahasan bersama di Komisi 

D yang khusus menangani bidan KB dan Pemberdayaan Perempuan.Adapun 

didalam penyusunan Rencana anggaran Pelayanan KB Pasca 

Kegagalan/K.omplikasi ini dimulai sejak 2013 ,waktu itu dana masih terbatas. 

Sebagaimana diungkapkan Staf dari Kasi Jaminan Ber KB : 

"Sebelumnya RKA 2013,dananya pertama kali keluar baru 5 jt tahun 2013, 2014 

menjadi 20 juta, tetapi karena tidak diserap semua menjadi 20 juta tahun 2015, 2016 
kita mengajukan perubahan mel1iadi 28,5 juta, tahun 2017 turun menjadi 10 juta" WM 
dengan In forman Staf ( 10 Mei 20 17) 

----- ----- ----- ----------
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Seperti yang diketahui,Komisi DPRD Kendal terdiri dari 4 Komisi,yaitu: 

1. Komisi A, meliputi Operasional Perangkat Daerah yang mengelola urusan 

(a)Perencanaan Daerah,(b) Kependudukan dan catatan sipil,(c)Bidang 

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian 

dan Persandian,(d) Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri, (e) Statistik, 

(f) kearsipan,(g) perpustakaan 

2. Komisi B; meliputi Operasional Perangkat Daerah yang mengelola urusan 

(a)perdangan, (b) perindustrian,(c) Koperasi dan usaha kecil menengah,(d) 

.Pertanian,(e) kehutanan,(f) Perikanan,(g) Kebudayaan dan Pariwisata,(h) 

administrasi keuangan daerah,(i) ketahanan pangan,(j) penanaman modal. 

3. Komisi C,meliputi Operasional Perangkat Daerah yang mengelola urusan 

(a) pekerjaan umum, (b) penataan ruang,(c) perumahan,(d) pertanahan, (e) 

Energi dan Sumbar daya mineral,(f) perhubungan, (g) komunikasi dan 

informatika,(h) Lingkungan Hidup. 

4. Komisi D,meliputi Operasional Perangkat Daerah yang mengelola urusan 

(a) Pendidikan, (b) kesehatan, (c) Kepemudaan dan olahraga,(d) Sosial,(e) 

Ketenagakerjaan, (f) Ketransmigrasian, (g) Pemberdayaan Perempuan dan 

perlindungan anak, (h) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,(i) 

Pemberdayaan masyarakat dan desa. 

Pada pembahasan rapat di komisi D, komisi menghadirkan kepala OPD . Dalam 

melakukan penyusunan RKA · OPD yang telah disetujui. Pembahasan yang 

dilakukan pada rapat komisi D selain meminta penjelasan kepada kepala OPD 
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terkait program dan kegiatan y&ng tercantum di RKA-OPD nya, juga dilakukan 

penyesuaian-penyesuaian terhadap alokasi anggaran·v·yang dianggap perlu 

dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut bisa bersifat menambah maupun 

mengurangi alokasi anggaran. Selain itu dalam Pembahasan komisi( anggota 

DPRD) dengan fungsi anggarannya mengusulkan kegiatan-kegiatan untuk 

menampung aspirasinya. Hal ini seperti yang dinyatakan Kabid Pengendalian 

Penduduk dan KB: 

. ~·Kemudian setelah anggaran tersebut disetujui , maka anggaran yang khususnya kb 
mkjp ini sebelum dikirim untuk dibahas di tim di DP2KBP2PA kemudian diajukan di 
rakerda kemudian kami sampaikan kegiatan tersebut setelah disetujui oleh Tim 
Anggaran dari Kabupaten Kendal, maka konsep anggaran tersebut diserahkan di 
DPRD sehingga dibahas secara bersama antara Eksekutif dengan DPRD, dimana 
salah satu kegiatannya adalah kita melakukan rapat kerja dengan Komisi D yang 
merupakan Komisi yang membidangi tugas bidang KB. Pada intinya didalam proses 
pembahasan dengan DPRD, kita menyampaikan paparan berkaitan dengan filosofis 
visi misi dan implementasi dari anggaran yang kita usulkan sehingga harapannya ada 
pemahaman yang sama antara Eksekutif dan Legislatif."WM dengan informan Kabid 
(9 Mei 2017) 

Tiap tahun dana bisa berubah ditambah atau dikurangi, seperti yang 

diungkapkan Kabid Pengendalian Penduduk dan KB ,beliau menambahkan: 

"OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi dari pada anggaran tersebut 
apabila mampu meyakinkan para Anggota Dewan maka bisa diasumsikan anggaran 
tersebut lolos terlepas sesuai usulan ditambah atau dikurangi. Akan tetapi apabila kita tidak 
mampu memberikan penjelasan kepada Anggota Dewan , bisa jadi anggaran tersebut 
dipangkas atau dihilangkan, Sehingga kegiatan kita bisa hilang. Demikian juga dalam 
proses pembahasan pelayanan kegagalan komplikasi KB MKJB tersebut. "WM dengan 
informan Kabid (9 Mei 20 17) 

Menurut Grindle (Mulyadi ,2014) implementasi kebijakan sesungguhnya 

bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-

---- ------ ----- ~--
- ~--- -----------
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keputusan politik ke dalam prosedur -prosedur rutin lewat saluran-saluran 

birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia--menyangkut masalah konflik, keputusan dan 

siapa yang memperoleh apa dari kebijakan. Pemerintah telah berusaha menyusun 

-kebijakan Kbdengan baik agar masyarakat dapat memperoleh manfaatnya untuk 

kehidupan, namun dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat mempunyai 

persepsi yang sama terhadap manfaat tersebut. 

Penyusunan anggaran KB MJKP yang mengalami kegagalan/ komplikasi 

Juga berubah-rubah tiap tahunnya,sebagaimana diungkapkan oleh Kabid 

Pengendalian Penduduk dan- KB, DP2KBP2P A Kabupaten Kendal -

mengungkapkan : 

"Itupun juga sama diakhir anggaran sebelum anggaran betjalan kita mengajukan 
usulan anggaran di dalam apbd kab kendal di pos dp2kbp2pa yang salah satu posnya 
adalah anggaran kegagalan/ komplikasi kb mkjp,kemudian usulan anggaran tersebut 
disampaikan kepada tim anggaran kabupaten kendal kemudian dilakukan pembahasan 
dimana dalam pembahasan tersebut diasumsikan bahwa anggaran tersebut bisa naik 
ataupun bisa dikurangi bahkan bisa dihilangkan sesuai subjektivitas penilaian dari tim 
anggaran kabupaten kendal. "WM dengan informan Kabid (9 Mei 20 17) 

Pada prinsipnya DP2KBP2P A melakukan disiplin anggaran agar serapan 

anggaran bisa diserap secara menyeluruh dan mencapai tingkat maksimal. Namun, 

dana anggaran pasca kegagalan ·ini merupakan dana prediksi maka digunakanlah 

dana minimal. Seperti diungkapkan Kepala DP2KBP2P A: 

"Pada prinsipnya anggaran kami relatif sangat minimal karena berkaitan dengan 
kegagalan ini adalah sebuah prediksi kami pun tidak berani didalam proses 
pengusulan anggaran harus besar atau sekian,karena semakin besar anggaran yang 
kita usulkan berarti logikanya berbanding lurus bahwa akan terjadi kegagalan yang 
cukup banyak,itu toh kalo terjadi berarti tidak ada permasalahan berkaitan dengan 
penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan baik .. "WM dengan informan Kadin (10 

Mei2017) 
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Mengenai Kegagalan di akhir tahun 2016 yang akumulasinya sudah lebih 

dari yang telah-dianggarkan maka ada satu kasus kegagalan IUD yang tidak bisa di 

ganti biayanya, berikut konfirmasi jawaban dari Stafbidang Jaminan KB: 

"Syarat kegagalan kehamilan biasanya setelah kehamilan adalah partus. Adanya 
persalinan Caesar akan membuat biaya menjadi besar. Apabila ada BPJS bisa 
ditanggung oleh BPJS pribadi namun yang untuk persoalan kegagalan kemarin yang 

tidak memiliki BPJS untuk perubahan anggaran sudah tidak bisa lagi karena terjadi di 
akhir tahun. Sehingga saat ini pelaporan kegagalan kehamilan harus dilaporkan sedini 
mungkin,agar disiapkan dana untuk persalinan nanti. Seperti Kecamatan Boja yang 
saat ini sudah inden untuk partus bulan November 2017 mendatang" WM dengan 
informan staf ( 1 0 Mei 20 17) 

Hal ini juga diperkuat pernyataan dari staf hi dang Pengendalian Penduduk 

dan KB,penjelasan mengenai akseptor yang tidak bisa tercover biaya ganti 

kegagalan KB MKJP,diungkapkan: 

"Sebenarnya bisa diambilkan dari anggaran 20 17, namun karena tanggal di biaya rincian 
Rumah sakit 2016 dari pihak rumah sakit tidak bisa mengganti maka akhirnya pasien ini 
tidak tercover".WM dengan informan Staf(10 Mei 2017) 

Dana yang tersedia di suatu OPD harus dimanfaatkan sebaik mungkin untU:k 

dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.Dalam 

mengendalikan tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran maka perlu ditetapkan 

tujuan yang jelas,sasaran, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari 

proyek yang diprogramkan. 

Dana anggaran kegagalan/komplikasi ini sesuai dengan yang tertuang 

dalam PP No.25 tahun 2000, tentang peningkatan kemampuan daerah untuk secara 

kreatif dan optimal dalam pendayagunaan kewenangan yang telah dilimpahkan dari 

pemerintah pusat , ini merupakan tantangan dan tanggapan terhadap kebijakan 

otonomi daerah yang diberlakukan. 
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2.Minat Masyarakat terhadap KB MKJP setelah mengetahui adanya 

kegagalan MKJP. 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana adalah ujung tombak pelaksanaan 

program KB di tingkat paling . bawah. Mereka dibantu oleh PPKBD (Petugas 

Pembantu KB Desa) dan Sub PPKBD. Jumlah PLKB di Kabupaten Kendal dari 

tahun ketahun semakin berkurang, saat ini hanya ada 48 PLKB untuk 20 

Kecamatan, 286 Desa. Idealnya 1 PLKB membina 2 desa saja, namun realitasnya 

5 s/d 6 Desa yang dibina. Berbekallatihan dasar umum,KIE dan Konseling, PLKB 

melakukan pembinaan ke kader dan penyuluhan pada kegiatan posyantu, Bina 

Ketahanan keluarga(BKB,BKL,BKR) serta UPPKS mengenai manfaat berKB dan 

materi Pembangunan keluarga. Setiap tahun gerakan pelayanan gratis atau serentak 

I ada pada saat momen-momen tertentu bekerja sama lintas sektoral antara 
I : 
1: · KB,Puskesmas, dan Koramil. Biasanya momen Hari Kartini, Hari Bhakti Sosial 
i I 

: dalam Harlah Aisyiyah dan Muslimat, Hari PKK-KB-Kes,Hari Keluarga 

I 
L ---- -

N asional,dll. 

Pada wawancara dengan PLKB yang dilakukan bersamaan setelah rapat 

intra UPTB.PLKB secara umum menjelaskan KB MKJP yang paling diminati 

adalah inplant. Terkait denganjumlah kegagalan KB MKJP pada kurun waktu 2011-

2016 yang ada di wilayah plkb ,dapat dilihat pada kotak hasil wawancara di bawah 

ini: 

- -- - -- ~-- - -~ 
~------- -~-----~ -----
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"yang paling diminati inplant mbak,Rowosari tidak ada kasus kegagalan ..... " 
WM dengan informan Plkb 5(11 Mei 2017) 

"IUD, kegagalan ada 3 kasus nok,sidomukti 1,teratai 1, karangdowo 1...2015" 
WM dengan informan Plkb 4(11 Mei 20 17) 

"Selama bekerjaada 3 kasus kegagalan, 1 MOW dan 2 IUD .. " 
WM dengan informan Plkb 4(12 Mei 20 17) 

"1 akseptor IUD Hamil, baru saja melahirkan malah 40 hari di RS.Orang karangayu 
, ikut pada waktu bidan praktek pelayanan 20 16" 
WM dengan informan Plkb 1(11 Mei 2017) 

"Kasus gagaliUD. IUD masuk sampai kerahim. Akseptor kesakitan,lalu dioperasi 
untuk diambiliUDnya tahun 20 16" 

WM dengan informan Plkb 3(12 Mei 20 17) 

"Sejak 2011-2016 alhamdulilah tidak ada kasus ataupun komplikasi.." 
WM dengan informan Plkb 6(11Mei 20 17) 

Sumber: Data yang diolah 2017 

J a waban di atas hampir setiap kecamatan pemah ada kasus kegagalan. 

Begitu pula saat kadin ditanyakan masalah kegagalan karena translokasi _IUD di 

Kecamatan brangsong, beliau memberikan penjelasan: 

" Yang di Brangsong, alhamdulilah kita meyakinkan dan selalu hadir di keluarga 
mereka. Memberikan pemahaman mengenai terjadinya kegagalan,karena sebelumnya 
dia didatangi LSM yang intinya untuk melaporkan kegagalan ke pihak hukum, 
alhamdulilah keluarga korban sudah pengalaman dalam arti dia menunjukkan pada 
LSM itu kita sudah dibantu oleh kantor,plkb, pak camat, dia sudah menyadari semua 
ini tidak kesalahan dari KB .. " 

Setelah peneliti bertanya lebih jauh mengenai minat masyarakat dengan adanya 

kasus kegaga1anlkomplikasi tersebut terhadap minat masyarakat terhadap KB 

MKJP, in forman PLKB memberikan keterangan sebagai berikut: 

"tidak, malah kita semain tertantang" 
WM dengan informan Plkb 5(11 Mei 20 17) 

"Soalnya memang 100 IUD ada 1 yang gagal, secara kebetulan pas pada akseptoi' 
terse but.." 

WM dengan informan Plkb 4(11 Mei 20 17) 
"Da1am Desa yang bersangkutan iya , megalami penurunan,tapi kalau sudah dalam 
jangka waktu lama akan kembali normal.. .. " 

-- ----------- -- --- ------
--~---- ---~----- _, 
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WM dengan informan Plkb 4(12 Mei 2017) 

--· 

"tidak mbak .... " 
WM dengan informan Plkb 1 (1 i Mei 20 17) 

"Biasa saja" 
WM dengan informan Plkh 3(12 Mei 2017) 

"Inplant mudah dicari akseptomya, walau tidak ada kasus iud jarang di ringinarum" 
WM dengan informan Plkb 6(11Mei 2017) 

Sumber: Data yang dzolah,2017 

Pelayanan menjadi produk dan ujung tombak dari Program KB, berhasil dan 

. tidaknya capaian yang ditargetkan akan sangat tergantung dari pelayanan yang 

diberikan.Fokus pelayanan KB yang diberikan adalah untuk masyarakat kurang 

mampu Pra KS( Keluarga Pra Sejahtera) dan KS I(Keluarga Sejahtera I) . Adapun 

klinik yang ada tingkat kecamatan dan di desa, selain itu pelayanan KB difasilitasi 

1.: mobil pelayanan dan mobil unit penerangan yang sering digunakan dalam safari 

\ KB. MKJP adalah lahan kerja Plkb, walaupun ada kegagalan/komplikasi dijelaskan 
I 

di atas bahwa minat masyarakat biasa saja dan tidak terpengaruh. Ada pula yang 

terpengaruh dalam satu desa namun dalam jangka satu tahun biasanya normal 

i 1 kembali setelah kejadian kegagalan. 

I' 

! 

I, 

I 

\ 

r 
I 

I - -- --

Dalam banyak program implementai perlu dukungan koordinasi dengan 

instansi lain dalam menumbuhkan minat masyarakat untuk sadar ber-Kb dan 

menjalankan program KKBPK.Kemampuan PLKB dalam menyampaikan 

informasi , baik secara tatap muka, tertulis ,jarak dekat maupun jarak jauh dalam 

rangka melakukan_ edukasi ,advokasi, sehingga pemangku kebijakan bersedia 

memberikan dukungan penuh terhadap program KB. 

~--- -- ~ --~ -~---- --- --- - -- --- ----- -- ---~ --- -----~~---- -------
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Senada dengan model implementasi Edward III (subarsono,2005) yang 

menyebutkan: bahwa komunikasi dalam organisasi merupak suatu proses yang amat · 

kompleks dan rumit.Sumber informasi berbeda juga akan melahirkan interprestasi 

yang berbeda. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab 

melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat 

melakukannya.Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pihak dan harus 

mengerti secarajelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.Kerjasama 

yang baik anatar PLKB ,PPKBD, Sub PPKBD dan bidan sebagai mitra kerja 

dilapangan diharapkan dapat mendukung peningkatan pencapaian KB MKJP 

walaupun pemah terjadi kegagalan/komplikasi. 

Dari beberapa hasil wawancara diatas bahwa MK.JP niasih diminati oleh 

masyarakat terutama inplant. PLKB selalu berusaha meningkatkan target MKJPnya 

agar akseptor terlindungi oleh KB lebih lama dan lebih efektif. 

3. Kebijakan yang diterapkan DP2KBP2P A kabupaten Kendal untuk 

mengatasi masalah kegagalan/komplikasi MKJP. 

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang 

mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya 

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan 

tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. 

Sedangkan Pelayanan publik menurut Rohman (2008) adalah suatu pemberian 

kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum, baikjasa maupun nonjasa yang 

dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah pemerintah. Dengan kata lain, 

menurut Suryadi (2012) Hakekat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan 
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pnma kepada masyarak:at yang merupak:an perwujudan kewajiban aparatur 

pemerintah sebagai abdi masyarak:at. 

Seperti disebutkan dalam Anggara(2014) bahwa kegagalan program sering 

disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi, pelak:u 

maupun objek yang terlibat dalam implementasi program. Pemerintah membuat 

suatu kebijak:an dengan harapan dapat terpenuhinya kebutuhan masyarak:at secara 

mak:simal. Subtansi dari kebijak:an kependudukan memiliki aspek yang lebih luas 

meliputi jumlah, struktur, pertumbuhan,kualitas dan kesejahteraan penduduk. 

Selain kebijak:an ini berupaya untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang 

seimbang secara terencana dan mencapai pengembangan kualitas penduduk dalam 

seluruh dimensi (PP No.87 tahun 2014; pasal 1 dan 2). Dimensi dan cak:upan 

program KB yang cukup luas dan besar menjadikan program ini kerangka utama 

dan dasar bagi program dan kebijakan pembangunan yang lain di Indonesia. 

Dalam berbagai kasus implementasi sebuah kebijak:an, beberapa program 

,. yang diterapkan tidak: dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak didukung oleh 
' 

anggaran yang maksimal atau bahkan tidak dapat direlisasi. Hal ini dapat 

disebabkan; (1) program yang disusun tidak realistis dengan situasi organisasi;(2) 

perencanaan penganggaran yang meleset dari dugaan sehingga program kerja 

tertentu yang memerlukan pendanaan juga hams digeser pelaksanaanya. Selain itu 

dukungan dalam bentuk komitmen serta sarana prasarana juga tidak kalah penting 

dalam menangani kegagalan/komplikasi KB MKJP ini. 

Komitmen adalah kesanggupan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. 

Komitmen birokrasi adalah kesanggupan birokrat untuk melak:sanakan tugas 
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dengan baik,salah satu bentuknya memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat sebelum maupun pasca kegagalan pelayanan KB MKJP. 

Sarna halnya dengan pendapat Edward IIIdalam model implementasi 

kebijakan, menyatakan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang 

dimiliki implementor , seperti komitmen,kejujuran, sifat demokratis. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti ·apa yang diinginkan pembuat kebijkan. Ketika 

implimentor memiliki sikap atau perspektif berbeda dengan pembuat kebijakan, 

maka proses im:IJlementasi k~bijakanjuga menjadi tidak efektif(Winarno,2014). 

Saat ini kebijakan publik yang ditetapkan DP2KBP2P A mengenai anggaran 

kegagalan/komplikasi adalah mendatangi akseptor tersebut dengan Tim Pengendali 

mutu. Untuk menghindari atau sedikitnya mengurangi penolakan, infonnasi yang 

lengkap mengenai perubahan-perubahan yang diusulkan atau diharapkan hams 

dapat disediakan sejak awal, yang meliputi alasan, sebab, tujuan dan sarana yang 

dibutuhkan. 

Berdasarkan wawancara dengan staf kabid, bahwa kebijakan anggaran 

penggantian biaya kegagalan ini mulai di berikan tahun 2013. Kebijakan 

prosedurial dalam memakai anggaran ini dijelaskan oleh Kadin DP2KBP2PA 

sebagai berikut : 

"Untuk syarat klaim kegagalan harus lewat prosedur dalam arti kegagalannya 
harus lewat klinik setempat harus menyertai surat bukti kwitansi, KK,KTP, terusa 
jangan lupa menyertakan kartu peserta Kbnya, lha nanti diklaimkan ke dinas ,baru 
kita mengganti berapa jumlah yang untuk kita ganti"WM dengan in forman Kadin ( 10 

Mei 2017) 

Seperti yang di utarakan Kadin pada wawancara di atas maka syarat-syarat 

anggaran KB Pasca kegagalan MKJP akan diganti apabila memenuhi syarat -syarat 
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prosedural seperti, KK ,KTP, kartu peserta KB, bukti kwitansi, surat keterangan 

dari desa benar-benarcmengalami kegagalan. 

Untuk Pasien yang memiliki BPJS biaya semua ditanggung oleh BPJS, 

sedangkan obat yang diluar BPJS bisa diklaimkan dikantor memakai anggaran 

kegagalanlkomplikasi MKJP dengan kwitansi rangkap tiga. Sejak dikeluarkannya 

kebijakan anggaran 2013 ini, Kabupaten Kendal tidak pemah menggunakan klaim 

· anggaran APBN, karena prosesnya cukup lama. 

Tuntutan untuk menjadi birokrasi yang profesional , humanis etis menganut 

kultur pelayanan dan harus bertanggung jawab pada masyarakat, masih menjadi 

pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini. Segenap jajaran aparatur birokrasi 

dituntut untuk merubah pola pikir birokrasi yang korup,kolutif,dan nepotisme, 

menjadi aparatur birokrasi yang responsif, profesional, kompeten, bersandar pada 

etika moral yang tinggi , dan publik akuntabel. 

Kemauan serta keberhasilan program KB dalam peningkatan pelayanan dan 

kualitas serta jumlah pesertanya akan dipengaruhi oleh sikap, motivasi, dan 

komitmen yang positifoleh birokrasi penyelenggara serta penerapan implementasi 

kebijakan tersebut. Diiperlukan langkah-langka strategis untuk menguatkan 

disposisi implementor terutama mempengaruhu kemauan melaksanakan kebijakan 

terkait peningkatan program pelayanan KB MKJP dan pelayanan pasca kegagalan 

KBMKJP. 

-- ~-- ---------~ --- --- ---~ --~-----
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4.Tingkat Efektifitas Kebijakan Penganggaran pasca Kegagalan /Komplikasi 

K:B MKJP dan Kebijakan yang telah ditempuh dalam pengayoman akseptor 

kegagalan/komplikasi KB MKJP. 

Gambaran Umum pelaksanaan anggaran biaya ganti kegagalan/komplikasi 

. KB MKJP berubah dari tahun ke tahun. Adanya kendala lapangan seperti ini 

menjadikan dilema di sisi lain. Seperti yang dituturkan lagi oleh Kasi Pengendalian 

Penduduk dan KB: 

"Dilema yang lainnya ketika anggaran kita, kita anggarkan sedikit tetapi teljadi 
kegagalan cukup ban yak maka kita tidak bisa mengakomodir para akseptor yang gagal 
dengan stimulan tadi dana kegagalan tersebut.jadi ini memang merepotkan disatu sisi 
berkaitan dengan disiplin anggaran kita harus bisa memprediksi dengan benar tapi 
disatu sisi ketika berbicara dengan sebuah program maka dituntut sebuah keberhasilan 
daripada program tersebut."WM dengan informan Kabid (9 Mei 20 17) 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses penyerapan 

dalam ruiggaran akan dikatakan berhasil hila defisit. Sedangkan angka kegagalan 

adalah suatu angka prediksi dan hams ditekan. Tetapi disisi lain Kabid menyatakan 

hams mengakomodir akseptor yang gagal MKJP. Berbeda dengan jawaban 

wawancara oleh Kadin DP2KBP2P A ; 

"Tal1w1 kemarin itu memang semua OPD anggaranya sebagian besar disaving w1tuk 
infrastruktur yang lebih diutamakan. Alhamdulilah walau disaving tetap jalan .. " WM 

dengan informan Kadin (I 0 Mei 20 17) 

Dari hasil wawancara di atas tahun 201 7 ini banyak anggaran yang disaving, 

sehingga anggaran kegagalan !komplikasi ini tidak naik malah menurun, karena 

ban yak digunakan untuk infrastruktur. 
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Prinsip dalam Penyusunan Anggaran diperlukan dalam mengontrol kebijakan 

keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002), prinsip' pengganggaran daerah ini 

mencakup: 

a.Transparansi dan Akuntabilitas anggaran 

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan prasyarat mewujudkan 

pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Tujuan dari program KB 

adalah menekan laju pertumbuhan penduduk.Usaha untuk menekan laju penduduk 

penting,karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak buruk dalam 

berbagai aspek kehidupan.Seperti pada UU No.52 tahun 2009 bahwa ukuran 

keberhasilan program KB saat ini bukan hanya dapat menekan laju penduduk 

namun dilihat dari segi kualitas penduduk dari seluruh dimensinya. Dari hasil 

,, 
I ' penelitian ini, anggaran pasca kegagalanlkomplikasi ini diupayakan pemerintah 

!' daerah Kendal untuk memperjuangkan nasib akseptor yang gagal agar 
i! 

kesehatannya kembali pulih dan memperbaiki kualitas hidupnya. Transparansi 

: ' dalam Anggaran biaya kegagalanlkomplikasi KB MJKP juga dijelaskan oleh kabid 

serta Staf kabid dalam wawancara di atas. Dari besarnya dana yang diperoleh 

sampai dengan penggunaannya, sejak dimulainya dana pendampingan dari APBD 

untuk membantu korban kegagalan/komplikasi berKB telah dilampirkan dalam 

data wawancara dengan detail penggunaan yang ada, selain itu beberapa pihak yang 

I : 
I ' I , tidak tercover oleh Dana anggaran ini karena akseptor menggunakan BPJS atau 
I 

JAMKESMAS dimana masih dicover sepenuhnya oleh negara.Biaya yang diluar 

BPJS yang tidak bisa dibiayai biasanya biaya transportasi dan obat diluar BPJS 

seperti yang diutarakan stafbidang pengendalian Penduduk&KB. Tanggungjawab 

atas pelaksanaan program KB ini dipegang sepenuhnya oleh Kadin DP2KBP2P A, 

----- -~ ------~-------- ---- -- -~ 

43417.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 
I 

\ 

I, 

r . 
I,, 

79 

meliputi tanggung jawab teknis baik proses penggerakan, pelayanan,dan 

pendampingan kepada akseptor gagallkomplikasi MKJP dibantu pihak puskesmas 

dan kecamatan/Bapak camat serta PLKB pembina desa. 

Berikut transparansi yang diberikan bidang pengendalian penduduk dan KB 

mengenai Anggaran Pelayanan Pasca Kegagalan MKJP sejak 2013-2016 yang 

terjadi di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kendal. Terhitung dari 2013 

sampai dengan 2016 ada 27 kasus, terdiri dari 15 Kegagalan IUD, 3 Komplikasi 

IUD, 4 Kegagalan lnplant, 1 kompl~_asi inplant, 2 Kegagalan MOW, 1Komplikasi 

MOW, dan 1 Kegagalan MOP.Selain dana Rp.400.000 dari APBN yang diklaimkan 

untuk biaya kegagalan(persalinan), melalui Anggaran yang disediakan 

DP2KBP2PA dalam membantu korban,berikut realisasinya: 

Tabel4.6 
Anggaran Pasca Kegagalan/komplikasi MKJP &Realisasi 

Tahun Dana Angg. Kegagalan Kasus Realisasi Sisa Dana 

! I 2013 Rp.20.000.000,- 5 IUD,31np Rp.l5.746.893,- Rp.4.253.107,-
(8kasus) 

2014 Rp.20.000.000,- 1MOW,1IUD Rp. 5.266.750,- Rp.14.733.250,-
(2 kasus) 

2015 Rp.28.930.000 1MOW, Rp.28.908. 757,- Rp. 21.243,-
9IUD,1 
MOP, 2Inp 
(13 kasus) 

2016 Rp.1 0.000.000 1MOW, Rp.4.014.300,- Rp.5.985. 700,-
3IUD 
(4kasus) 

Sumber: Laporan Bend ahara bidang Pengendalian Pnddk&KB 2013-2016 

1: • Data yang diperoleh dari transparansi realisasi anggaran diatas, dapat 

\ diperoleh informasi bahwa dana anggaran KB Pasca Kegagalan/komplikasi MKJP 

dari tahuri ke tahun mengalami perubahan. Tahun 2013 terserap sebesar 78 %, tahun 

2014 terserap sebesar 26,3 %, tahun 2015 terserap sebesar 99%,tahun 2016 terserap 

--------- ---------- ----
-------

.l __ ---- - ----
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40%. Transparansi tentang anggaran daerah merupakan prasyarat mewujudkan 

pemerintahan- yang baik , bersih dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kadin serta Kabid Pengendalian Penduduk dan KB, penurunan 

dana anggaran tahun 2016 ini karena ban yak dana yang disaving untuk 

infrastruktur, hallainnya dikarenakan dana ini dana prediksi maka ditekan sebanyak 

mungkinjangan sampai serapamiya sedikit tapi dianggarkan banyak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLKB yang dilapangan, yang secara 

langsung dalam prosesnya mendampingi akseptor yang mengalami 

kegagalan/komplikasi MKJP sebagai tanggung jawab moril dan 

tupoksinya,mengenai harapan dana anggaran pasca kegagalan kedepannya, dari 

hasil wawancara sebagai berikut: 

"mohon bantuannya lebih besar .... " 
WM dengan informan Plkb 5(11 Mei 2017) 

"yajumlahnya dapat ditingkatkan ... " 
WM dengan informan Plkb 4(11 Mei 20 17) 

"Biaya persalinan dapat diganti secara penuh, bahkan ditambah untuk biaya 
kehidupan bayi minimal selama 1 tahun,proses mudah dan cepat,begitu pula 
syaratnya .. " 

WM dengan informan Plkb 2(12 Mei 2017) 
" Harapan setiap kegagalan mendapatkan bantuan" 

WM dengan informan Plkb 1 0( 11 Md 20 17) 

"Biaya kegagalan diganti secara penuh" 

WM dengan informan Plkb 3(12 Mei 2017) 
"Biaya transpot mobil bolak balik kan habis banyakjauh dengan rumah 
sakit,sebaiknya diganti mau diambilkan dari mana" 

WM dengan informan Plkb 12(11Mei 2017) 
Sumber: Data yang dtolah,20 17 

Dari hasil wawancara beberapa pihak yang dilapangan ingin biaya penuh 

diganti, karena PLKB yang mengalami peristiwa ini jelas banyak mengeluarkan 

biaya sebagai dukungan kepada korban. Ada salah satu plkb yang bercerita harus 

-------------- ~--- -----~- ~-
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mengeluarkan biaya transportasi bolak-balik perawatan contohnya,dari sewa mobil 

dan makan,karenajauhnyajarak ke rumah sakit. 

b. Disiplin Anggaran 

Anggaran disusun berdasarkan pada kebutuhan masyarakat tanpa harus 

meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dana pengayoman kegagalan/komplikasi 

MKJP ini merupakan dana pelayanan pada masyarakat. Kebutuhannya tidak dapat 

diprediksi tepat karena sewaktu-waktu terjadi kegagalan/ko~plikasi, tetapi 

anggaran ini harus tetap ada. Seperti yang diinfokan oleh Kabid Pengendalian 

Penduduk dan KB berikut ini: 

"Jadi ini memang merepotkan disatu sisi berkaitan dengan disiplin anggaran kita harus 
bisa memprediksi dengan benar tapi disatu sisi ketika berbicara dengan sebuah 
program maka dituntut sebuah keberhasilan daripada program tersebut.apalagi di 
dalam proses anggaran ini kita tidak bisa menganggarkan anggaran ditahun 
sebelumnya di tahun yang baru.inilah dilematika yang kita hadapi tapi pada 
prinsipnya berkaitan dengan anggaran prediksi ini kita cukup berhati2, karena ini 
jangan sampai kita mengalami kegagalan dalam proses penyerapan.saya kira itu yang 
bisa kami sampaikan dengan dana kegagalan/komplikasi di satu sisi ada permasalahan 
dengan bidang anggaran, di satu sisi kita dituntut untuk bisa mengakomodir akseptor 
yang gagal"WM dengan informan Kabid (9 Mei 2017). 

Dari Tabel 4.6 kita ketahui bahwa Dana anggaran mengalami penurunan 

yang banyak hingga mencapa1 Rp.l9.000.000,- (sembilan belas juta 

rupiah).Menurut wawancara yang tersebut di atas penganggaran prediksi ini cukup 

berhati-hati agar jangan sampai mengalami kegagalan dalam proses penyerapan. 

Bisa dikatakan di lain sisi DP2KBP2P A rhenerapkan disiplin anggaran untuk 

masalah ini. Di sisi lain men~t pemyataan Kadin anggaran 2017 ban yak yang 

disaving untuk infrastruktur untuk semua OPD dan lebih diutamakan. Syukumya 

walau di saving banyak anggaran DP2KBP~PA tetap berjalan. 
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c. Efesiensi dan Efektfitas Anggaran 

Dana yang tersedia di suatu OPD harus.,dimanfaatkan sebaik mungkin untuk 

dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.Dalam 

mengendalikan tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran maka perlu ditetapkan 

tujuan yang jelas,sasaran, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari 

proyek yang diprogramkan. 

Dana anggaran kegagalanlkomplikasi ini sesuai dengan yang tertuang 

dalam PP No.25 tahun 2000, tentang peningkatan kemampuan daerah untuk secara 

kreatif dan optimal dalam pendayagunaan kewenangan yang telah dilimpahkan dari 

pemerintah pusat , ini merupakan tantangan dan tanggapan terhadap kebijakan 

otonomi daerah yang diberlakukan. 

Dalam Undang-Undang no.52 tahun 2009 dijelaskan bahwa berkaitan 

( dengan anggaran dan pembiayaan untuk pelaksanaan program KB khususnya yang 

I 
\, 

1 

berada di daerah, sumber dana dan Anggaran untuk setiap kegiatan dapat berasal 

I 
I ! 
I 

I 
I 
I I 

' ' I 

dari pusat dan pemda, dengan catatan untuk proporsi anggaranya bisa diambillebih 

banyak dari APBD sedangkan dana yang berasal dari pusat bisa dalam bentuk dana 

perimbangan. 

Efektifitas Dana anggaran kegagalanlkomplikasi MKJP di kabupaten 

Kendal yang tercatat sudah 4 tahun ini, berdasarkan tabel 4.6 mengalami tingkat 

efektifitas penyerapan yang tinggi di tahun 2015, dilihat dari penyerapan anggaran. 

Apabila dilihat dari jumlah kegagalanlkomplikasi mengalami tingkat yang tinggi 

sebanyak 13 kasus. Sedangkan di tahun 2014 terserap sebesar 26,3 % tingkat 

serapan paling rendah,tingkat pehgembalian anggaran paling tinggi, namun di sisi 

lain kegagalan hanya dua kasus bisa dikatakan MKJP baik. Tahun 2016 terserap 

---------- ------ -----~-
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40% anggaran yang terserap. Namun, kenyataan dilapangan ada satu kasus yang 

tidak bisa diklaimkan karena dekat dengan akhir tahun, dimana anggaran tidak bisa 

menutup. Pemyataan tersebut sudah tertera di penyajian penelitian, itulah kendala 

di lapangan. Berikut adalah peningkatan maupun penurunan MKJP di Kabupaten 

Kendal berdasarkan peserta aktif MKJP . 

Tabel4.7 
Realisasi PA MKJP 2013-2016 

Tahun Inplant IUD MOW MOP 

2013 +2027 +436 +31 -33 

2014 + 1394 +395 +175 -15 --

2015 +1667 +419 -39 -50 

2016 -305 -412 +138 -53 

SUMBER: ANAL/SIS PENDATAAN Kab Kendal 2013-2016 

Berdasarkan tabel di atas MKJP yang paling diminati adalah inplant, dan 

MKJP MOP perlu mendapat perhatian khusus. Namun di tahun 2016 MKJP 

1, I MOP ,Inplant dan IUD mengalami penurunan yang cukup signiflkan. Berkaitan 
I I 

' 
dengan kegagalan,setiap 100- pemasangan iud tingkat kegagalan 

l.(ilmukeperawatan.wordpress.com) perlu dicermati pihak penjamin mutu tim KB 

karena di Kabupaten kendal tahun 20 15 terdapat peserta tambahan 419 dengan 

tingkat kegagalan 15 orang dan komplikasi 3 orang. 

d. Format Anggaran 

Pada dasamya anggaran disusun berdasarkan anggaran deflsit. Selisih 

antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau deflsit 

anggaran. Anggaran Sumber dana yang ada berasal dari APBD. Sejak adanya dana 

- --~---~- --------
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dari pemda di tahun 2013 maka dana APBN untuk pengayoman kegagalanjarang 

diklahnkan karena waktunya lama dan tidak menutup biaya pengobatan -atau · 

kelahiran akseptor yang gagal KB, seperti wawancara dengan staf kb bidang 

pengendalian penduduk dan KB; 

"sejak tahun 2013 dana APBN untuk pengayoman tidak diklaimkan karena ada dari 
pemerintah daerahjumlahnya kecil dan proses cukup lama" WM dengan informan 
staff(lO Mei 2017)" 

Anggaran program KB yang dilaksanakan di daerah secara tidak langsung 

menjadi tanggung jawab daerah dan penyusunannya pun dilakukan di 

daerah.Fungsi dan peran dari pejabat daerah menjadi sangat sentral setelah 

kebijakan otonomi di Kabupaten Kendal diberlakukan, terutama dalam pelaksanaan 

program Keluarga Berencana dimana pejabat Daerah mampu menentukan dan 

mengendalikan arah kebijakan sukses atau tidaknya suatu kebijakan di daerah akan 

dipengaruhi fungsi dan peran dari pejabat daerah itu sendiri.,seniakin banyak peran 

dan fungsi yang diberikan oleh pejabat daerah dalam pelaksanaan program KB, 

maka akan semakin sukses dan berhasil pula dalam mencapai tujuan dan target yang 

ditetapkan. Tingkat pemahaman dan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat 

menjadi sangat penting bagi DP2KBPA dalam kaitannya penyediaan fasilitas dan 

pelayanan bagi masyarakat. 

Menitikberatkan pada bentuk nyata dari pelayanan KB yang berkualitas 

adalah jaminan berkurangnya kegagalan dan komplikasi. Pada point ini 

pembentukan Tim Jaga Mutu menjadi penting. Kegagalan dan komplikasi dalam 

pelayanan KB berkaitan sangat erat dengan kepercayaan masyarakat, terutama pada 

keamanan dan kualitas pelayanan KB itu sendiri. Jika ada seorang ibu yang sudah 

tidak lagi ingin punya anak kemudian ber-KB, namun ibu yang bersangkutan hamil 

karen1;1 gagal. Buat apa ber-KB, temyata hamil juga. Sarna halnya dengan seorang 
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ibu mengalami gangguan kesehatan ketika menggunakan salah satu alat 

kontrasepsi. Hal semacam ini akan mengurangi minat masyarakat akan KR 

Gambaran mengenai biaya Komplikasi dan Tim Jaga mutu seperti 

diutarakan oleh Bapak Bambang, stafkasi Jaminan Mutu KB,sebagai berikut: 

"Ya kan kita menyesuaikan komplikasinya.kan kalo bisa komplikasi ditekan, salah 
kalo menaikkan tiap tahun.jadi kita harus bisa menekan kecuali klo biaya 
membengkak kita ajukan ke perubahan. Tetep pengajuan awal tidak besar. Karena dari 
provinsi ada tim jaga mutu.Dari sini dana sama rumah sakit,Sekarang tidak ada. Ini 
dana dari semarang. "WM dengan in forman Staf (I 0 Mei 20 17) 

Sedangkan penjelasan Kadin mengenai peran timjaga mutu adalah; 

" Untuk Tim Jaga Mutu kita tetap berkolaborasi dengan Tim RS. Alhamdulillah 
RSUD sudah berkolaborasi dengan tim kita.untuk tindakan apapun itu bila ada 
namnya sosialisasi atau apa yang dibutuhkan untuk kita termasuk materi ,kita tetap 
mengundang tim jaga mutu"WM dengan in forman Kadin (9 Mei 20 17) 

Kadin menegaskan setiap dilapori kabid masalah kegagalan, langsung 

menindaklanjuti.Intinya beliau didampingi plkb setempat, daerah mana yang terjadi 

kegagalan.Terobosan menjaga mutu KB yaitu dengan menyiagakan Tim Jaga 

Mutu. 

Dari Hasil beberapa wawancara diatas bahwa perkembangan kebijakan 

anggaran kegagalanlkomplikasi MK.J P tidak hanya penggantian biaya saj a tapi juga 

perhatian dari Tim Jaga Mutu, serta peningkatan kerja sama dengan RSUD Kendal 

·, · mengenai materi kegiatan pelayanan juga. 

I : 
I I 

I 
j 

-------------- ------ -----

43417.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I : 
I i 
I 

I 
' 

I . 

I 
I 

..__ __ 

I . 

i 
I ' 

I 
I ' 
I 
I 

I , 

I , 

BABV 

_ .. :_eENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan Efektifitas penganggaran program pelayanan 

KB pasca kegagalanlkomplikasi MKJP di Kabupaten Kendal dari Bab f sampai 

dengan Bab IV dapat disimpulkan ~e dalam enam bagian kesimpulan, yang 

secara rincinya adalah sebagai berikut : 

1. Penganggaran Program pelayanan KB pasca kegagalan /komplikasi 

MKJP telah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan mulai 

adanya dana dari daerah· pada tahun 2013, sebelumnya tahun 2011 

sampai dengan 2012 belum dianggarkan. Sehingga sebelum tahun 2013 

menggunakan dana anggaran pengayoman dari APBN yang jumlahnya 

tidak dapat menutupi biaya persalinan maupun komplikasi.Dana 

anggaran kegagalan/komplikasi ini sesuai dengan yang tertuang dalam PP 

No.25 tahun 2000, tentang peningkatan kemampuan daerah untuk secara 

kreatif dan optimal dalam pendayagunaan kewenangan yang telah 

dilimpahkan dari pemerintah pusat , ini merupakan tantangan dan 

tanggapan terhadap kebijakan otonomi daeral1 yang diberlakukan. 

Penganggaran yang bersifat prediksi, anggaran pasca 

kegagalan/komplikasi :MKJP ditekan minimal. Pada prinsipnya 

DP2KBP2P A melakukan disiplin anggaran agar serapan anggaran bisa 

diserap secara menyeluruh dan mencapai tingkat maksimal. 

2. Pelayanan menjadi produk dan ujung tombak dari Program KB, berhasil 

dan tidaknya capaian yang ditargetkan akan sangat tergantung dari 
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pelayanan yang diberikan.Fokus pelayanan KB yang diberikan adalah 

· untuk masyatakat kurang mampu Pra KS( Keluarga Pra Sejahtera) dan 

KS I(Keluarga Sejahtera I) . Adapun klinik yang ada tingkat kecamatan 

dan di desa, selain itu pelayanan KB difasilitasi mobil pelayanan dan 

mobil unit penerangan yang sering digunakan dalam safari KB. MKJP 

adalah lahan kerja PLKB, walaupun ada kegagalan/komplikasi dijelaskan 

dl atas bahwa minat masyarakat biasa saja dan tidak terpengaruh. Ada 

pula yang terpengaruh dalam satu desa namun dalam jangka satu tahun 

biasanya normal kembali setelah kejadian kegagalan.Rendahnya kualitas 

sumber daya manusia berimplikasi pula terhadap rendahnya komitmen 

petugas dalam meningkatkan kinerjanya,dalam hal ini semangat PLKB 

untuk mencapai MKJP yang tinggi,selain berkurangnya tenaga PLKB di 

lapangan, sehingga pengawasan terhadap akseptorpun berkurang. 

3. Anggaran penggantian biaya kegagalan ini mulai di berikan tahun 2013. 

I I 
I Kebijakan prosedurial dalam memakai anggaran ini dijelaskan oleh Kadin 
I 

I I 
I DP2KBP2P A, syarat-syarat pengajuan klaim anggaran KB Pasca 

I 
I 

kegagalan/komplikasi MKJP akan diganti apabila memenuhi syarat-
I 
I 

( 

syarat prosedural seperti, KK ,KTP, kartu peserta KB, bukti kwitansi, 

\ ' 

surat keterangan dari desa benar-benar mengalami kegagalan/komplikasi 

I· I 

I i ! 
MKJP. 

4. Data yang diperoleh dari transparansi realisasi anggaran diatas, dapat 

diperoleh informasi bahwa dana anggaran KB Pasca 

Kegagalan/komplikasi MKJP dari tahun ke tahun mengalami perubahan. 

Efektifitas dana yang terserap, pada tahun 2013 terserap sebesar 78 %, 

- ------------ ~-------------
, - -- ~-- --
I 
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tahun 2014 terserap sebesar 26,3 %, tahun 2015 terserap sebesar 

99%,tahun 2016 terserap 40%.Transparansi tentang anggaran daerah 

merupakan prasyarat mewujudkan pemerintahan yang baik , bersih dan 

bertanggung jawab.Menitikberatkan pada bentuk nyata dari pelayanan 

KB yang berkualitas adalah jaminan berkurangnya kegagalan dan 

komplikasi berKB. Pada poin ini pembentukan Tim Jaga Mutu menjadi 

penting di Kabupaten Kendal untuk mengantisipasi meningkatnya angka 

kegagalan!komplikasi MKJP. Kegagalan dan komplikasi dalam 

-pelayanan--KB berkaitan sangat erat dengan kepercayaan masyarakat, 

terutama pada keamanan dan kualitas pelayanan KB itu sendiri. 

B.Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis merupakan suatu cenninan bagi penelitian , 

dimana implikasi teoritis memberikan gambaran mengenai rujukan-

rujukan yang dipergunakan dalam penelitian ini. Basil Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan implikasi secara teoritis dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu administrasi publik. 

Selain itu diharapkan juga akan bennanfaat dalam pengembangan ilmu 

yang berhubungan dengan proses penganggaran biaya ganti pasca 

kegagalan/ komplikasi KB MKJP. 

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan prasyarat 

mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Dari 

hasil penelitian ini, anggaran pasca kegagalan/komplikasi ini diupayakan 

pemerintah daerah Kendal untuk memperjuangkan nasib akseptor yang 

------ -~- --~- ------ --~-- - --
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gagal agar kesehatannya kembali pulih dan memperbaiki kualitas 

hidupnya. Anggaran disusun berdasarkan pada kebutuhan masyarakat 

tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Dana pengayoman kegagalan/komplikasi MKJP ini merupakan dana 

pelayanan pada masyarakat. Kebutuhannya tidak dapat diprediksi tepat 

karena sewaktu-waktu terjadi kegagalan/komplikasi, tetapi anggaran ini 

harus tetap ada. Dana yang tersedia di suatu OPD harus dimanfaatkan 

sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat.Dalam mengendalikan tingkat efektifitas dan 

efisiensi anggaran maka perlu ditetapkan tujuan yang jelas,sasaran, hasil, 

dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari proyek yang 

diprogramkan .. Secara teoritis penyusunan anggaran Program pelayanan 

KB Pasca kegagalan/komplikasi MKJP telah mengacu pada Prinsip 

dalam Penyusunan Anggaran diperlukan dalam mengontrol kebijakan 

keuangan daerah( Mardiasmo (2002)) tentang prinsip pengganggaran 

daerah. 

C. Implikasi Kebijakan 

Hasil Penelitian secara praktis memberikan implikasi pada 

kebijakan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal dan dinas terkait untuk: 

1. Meningkatkan kualitas komunikasi melalui pelatihan intensif bagi 

PLKB maupun bidan, baik isi pesan yang disampaikan maupun media 

yang digunakan mengenai alat kontrasepsi serta efek samping 

ber KB MKJP sehingga akibat komunikasi yang ditimbulkan dapat 
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lebih tepat sasaran dan dapat diterima dengan baik dan sempuma, 

yang pada akhimya '": memberikan kontribusi positif terhadap 

peningkatan kesertaan KB MKJP saat terjadi kegagalanlkomplikasi 

setelah pemasangan KB MKJP. 

2. Lingkungan sosial kebijakan juga ikut mempengaruhi implementasi 

kebijakan. Dibutuhkan perhatian DP2KBP2P A untuk senantiasa 

meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat tidak hanya 

mengejar target namun mampu meningkatkan kualitas hid up peseria KB 

serta menjamin kesehatan akseptomya setelah ber-KB MKJP . 

3. Menyusun anggaran pasca kegagalanlkomplikasi KB MKJP lebih 

optimal dan sosialisasinya kepada PLKB di awal tahun, sehingga bila 

banyak terjadi kasus dapat mengajukan perubahan anggaran demi 

terjaminnya kualitas hidup peserta KB yang mengalami 

kegagalanlkomplikasi KB MKJP. 

D. Keterbatasan dan Hambatan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki ketrbatasan diantaranya 

masih kurangnyajangkauan wilayah penelitian dan kurangnyajenis kegiatan 

yang dijadikan informan objek penelitian. Di samping itu sulitnya mencari 

waktu luang untuk melaksanakan kegiatan wawancara kepada informan 

pelaksana program karena kesibukan kegiatan diluar kantor merupakan 

kendal teknis dalam lapangan. 

----~----- -----------
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E. Saran 

tJntuk para peneliti lain yang tertarik dengan kajian masalah 

yang sama ,dapat memfokuskan pada sisi identifikasi keinginan masyarakat 

dalam menggunakan alat kontrasepsi,diharapkan melakukan penelitian 

secara kuantitatif untuk mengukur efektifitas program anggaran pasca 

kegagalanlkomplikasi MKJP ini. Hal ini disamping akan membantu 

memberikan altematif kebijakan yang diperlukan dalam program 

keluarga berencana, juga bermanfaat dalam peningkatan kesertaan KB 

MKJP. 
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Pedoman wawancara 

1. Bagaimana penyusunan anggaran Pelayanan KB MKJP? 

2. Bagaimana Penyusunan Anggaran pelayanan kegagalan I komplikasi KB MKJP? 

~- S¢ber~P~ efe~if Msil nwsvawariih m¢mb¢iikan kontribusi dalart1 penvliSll!'!~n a11gg~ran? 

4. Siapa saja yang terlibat dalam Penyusurian Ariggaran pelayanan kegagaian/ kompiikasi KB- MK.if,-i 
5. Apakah hasil musyawarah yang dilaksanakan berjenjang dan dibukukan secara tertulis sebagai 

m~sukan dalm p~nyusunan Renc;ana anggaran ~e~ama DPRD? 

6. Bagaimana DPRD mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai masukan 

dalam rencan;~ anggaran ters~~~t? 
- - -

7. Kapan Pemerintah Daerah dengan DPRD membuat kesepakatan pengadaan anggaran? 

8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 

9. Kapan aktualisasi anggaran pelayanan kegagalan/ komplikasi KB MKJP muali dilaksanakan? 

10. Bagaimana data penggunaan anggaran tersebut dari -tahun ke tahun dalam memberikan 

kontribllsi pelayanan kesagalan? Bagaimana gambaran umum anggar;~n ter~b~t? 
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Transkip wawa.ncara 

Bp. Achmadi 

1 .. Bagaimana penyusunan anggaran Pelayanan Kb MKJP? 

Bahwa mekanisme penyusunan anggaran dalam apbd itu pada prinsipnya sama, penyusunan 

pelaYanan ~h m~jp melekat pada kegiatan program maupun kegiatan yang ada di dinas 

dp2kbp2pa kab kendal 

2. Bagaimana pertwruna" <3ngqartln 9~sc.a Kegagafso /l<oiYip\!i.<~i M["-~ ? 
3. ltupun juga sama diakhir anggaran sebelum anggaran berjalan kita mengajukan usulan 

anggaran di dalam apbd kab kendal di pas dp2kbp2pa yang salah satu posnya adalah anggaran 

kegagalan/. komplikasi kll mkjp,kemudlan usulan. anggaran tersebut disampaikan kepada. tim 

anggaran kabupaten kendal kemudian dilakukan pembhasan dimana dalam pembhasan 

tersebut diasumsikan bahwa anggaran tersebut bisa naik ataupun bisa dikurangi bahkan bisa 

dihilangkan sesuai subjektivitas penilaian dari tim anggaran kabupaten kendal. 

4. Kemudian setelah anggaran tersebut disetujui , maka anggaran yang khususnya kb mkjp ini 

seb~hnli dikifim untu~ clitlatias di tim di DP2KBP2PA kemudlan dlajukan dl rakerda kemudian 

kami sampaikan kegiatan tersebut setelah disetujui oleh Tim Anggaran dari Kabupaten Kendal, 

maka konsep anggaran tersebut diserahkan di DPRD sehingga dibahas secara bersama antara 

Eksekutif dengan DPRD, dimana Salah satu kegiatannya adalah kita melakukan rapat kerja 

dengan Komisl 0 yang merupakan Komisi yang membidangi tugas bidang KB. 

s. Bagaimana DPRD dalam mefigakomodasi pei'juangan aspirasi masyarakat, pada intlnya dldalam 

proses pembahasan dengan DPRD, kita menyampaikan paparan berkaitan dengan filosofis visi 

misl dan implementasi dari anggaran yang kita usulkan sehingga harapar.nya ada pemahaman . 

yang sama antara Eksekutif dan Legislatif. 

6. Bagaimana DPRD mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai masukan 

dalam rencana anggaran tersebut? Pada pririsipnya diawallletgantung pada maSing-maslng OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi dari pada anggaran tersebut apabila mampu 

meyakinkan para Anggota Dewan maka bisa diasumsikan anggaran tersebut lolos terlepas sesuai 

usulan ditambah atau dikurangi. Akan tetapi apabila kita tidak mampu memberikan penjelasan 

kepada Anggota Dewan , bisa jadi anggaran tersebut dipangkas atau dihilangkan, Sehingga 

kegfatan kita bisa hilang. Demikian juga dalam proses pembahasan pelayanan kegagalan 

komplikasi KB MKJB tersebut. 

7. Kapan Pemerintah Daerah dengan DPRD membuat kesepakatan p~ngadaan anggaran? Bahwa 

. kami Organisasi Perangkat Daerah KB karena dibidang Komisi D, kami melakukan pep1bahasan 

secara intensif antara seluruh anggota Komlsi D DPRD Kabupaten Kendal bersama OPD KB. 

8. Berapa lama waictu yang dibutuhkan, yakni sangat tergantung dengari situasi dan koildisi pada 

saat itu, bisa satu hari, dua hari bergantung dengan kebutuhan dan permintaan darlpada Komisi 

D terhadap permasalahan yang disikapi pada saat itu. 

9. Bagaimana data penggunaan anggaran tersebut dari tahun ke tahun dalam memberikan 

kontribusi pelayanan kegagalan? Pada prinsipnya kami melaksanakan disiplin anggaran maka 

kegll3tan peiayanan MKiP Kegagalan inl yang bisa kami layani hanya yang tercover di ariggarari. 

misalnya anggarannya hanya Rp. 20 juta per personal lima ratus maka asumsinya kita bisa 

melayani kurang lebihnya 20 orang. 

10. Bagaimana gambaran umum anggaran tersebut? 

Pada prinsipnya anggaran kami relatif sangat minimal karena berkaitan dengan kegagalan ini 

adalah sebuah prediksi kami pun tldak beranl dldalam oroses neneusulan amzearan harus besar 
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darianggaran,kita dianggap gagal menyerap anggaran. Dilema yang lainnya ketika anggaran kita, 

kita anggarkan sedikit tetapi terjadi kegagalan cukup banyak maka kita tidak bisa mengakomodir 

p~ra a~s~ptor yang gaga! dengan stimulan tadi dana ~egagalan tersebut.jadi ini memang 

merepotkan disatu sisi berkaitan dengan disiplin anggaran kita harus bisa memprediksi dengan 

benar tapi disatu sisi ketika berbicara dengan sebuah program maka dituritut sebuah 

keberhasilan daripada program tersebut.apalagi di dalam proses anggaran ini kita tidak bisa 

menganggarkan anggaran ditahun sebelumnya di tahun yang baru.inilah dilematika yang kita 

hadapi tapi pada prinsipnya berkaitan dengan anggaran prediksi ini kita cukup berhati2, karena 

ini jangan sampai kita mengalami kegagalan dalam proses penyerapan.saya kira itu yang bisa 

kami sampaikan dengan dana kegagalan/komplikasi di satu sisi ada permasalahan dengan 

bidang anggaran, di satu slsi kita dituntut untuk bisa mengakomodir akseptor yang gagal. 
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Wawancara 

P bambang 

· ... ·Stafbidang Pengendalian dan KB 

1. Anggaran dari APBN dan APBD. 

2. Anggaran kegagalan I komplikasi dari APBN dipakai sampai 2012,selanjutnya ada 

Anggaran APBD 2013 yang dipakai 

Prosesnya lewat rapat dewan, dulu pak ari yang pertama mewakili dan mengusulkan. 

3. Besaran bam pertama kali 5 juta, selanjutnya 20 juta, tapi tahun 2015 ada perubahan 

anggaran hingga 29 juta, tahun 2016 hanya 10 juta 

4. Dana kornplikasi ini kalu bisa harus ditekan, tidak terus diundak-undake .Bagairnana 

caranya dana ini bisa ditekan .Tapi kalau kenyataa~e banyak kegaggalan yang terjadi ya 

-diubah di perubahan.Kan Ada Tim Jaga Mutu .Dulu danane dari Sernarang 

5. Tim Jaga Mutu dulu kerjasanianya sarna dokter dokter, ya ndak dari propinsi. Ternannya 

dari dinas sejenis seperti dr. Jundan,dr.Obgin.Tapi sekarang tidak ada dananya. 

6. Dana Kelahiran bisa diprediksi setelah lahiran, kalo bel urn lahiran kita tidak tahu,dulu 

dananya sepantasnya. Tapi kan sekarang banyak yang lahiran Caesar jadinya habisnya 

ban yak, 

7. Syarat rnengklaim dana ini ya fot_ocopy ktp, kk, sural keterangan kalo betul-betul gagal 

dari kepala desa, kuitansi biaya dirawat di rurnahsakit, rangkap 3. 

8.Kalo data nanti dilaporan saya berikan.Sulitnya kalo tidak tercover biaya ganti ini. 

Harusnya ada dimas· alif. Kadang ternan-ternan kalo gagal ada yang tidak dilaporkan.tapi ya 

di lembar laporan tiap bulan ada. Itu antara dibiayai atau tidak. 
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\I 
II 

I 

I ----- -

Wawancara 

Ibu Asrifah ,S.Kep 

Kepala DP2KBP2P A 

1. Anggaran Kb dinas ada dua sumber bisa dari APBN beberapa dari APBD 

2. Anggaran untuk kegagalan.Untuk kegagalan sedikit yang terpakai.jadi untuk yang 

tahun lalu sering mengembalikan. 

3. Syarat untuk kegagalan, dia kegagalannya apa lewat rumah sakit atau klinik, harus 

menyertakan kuitansi kk, ktp,kartu kb nanti bisa disetor dikantor kb berapa biaya yang 

dikelurkan. 

· 4. Untuk Tim jaga mutu kita berkolaborasi dengan rumah sakit untuk membentuk tim. 

Untuk apapun itu bila ada sosialisasi atau materi apa yang dibutuhkan kita organisasi. 

5. Untuk pelatihan bidan kebetulan tahun ini beluin ada, daerah tidak menganggarkan 

6. Kontrasepsi Iud yang sering mengalami kegagalan, bisanya operasi.hanya itu yang 

besar tidak 

7. Anggaran 2017 ini di potong ,untuk disaving. Jadi untuk OPD itu banyak anggaran 

yang dissaving untuk infrastmktur alhamdulilah dinas tetap bisa. 

8. Untuk kegagalan kalo saya di beritahu oleh kabid langsung saya ke lokasi.daerah 

mana yang mengalami kegagalan,didampingi plkb yang ada. Untuk yang kasus gagal 

iud Brangsong, alhamdulilah saya ikut meyakinkan, mendampingi, membcrikan 

pemahaman terjadinya komplikasi. Memang ada dari pihak LSM mengajak untuk 

melaporkan untuk memanfaatkan situasi tapi dari kami alhamdulilah sudah 

memberikan pengertian dan beliau menolak diajak seperti itu.Pak camat pun ikut 

memberi santunan untuk akseptor. 
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II 

'I 
/, 

I! 

\i 
[, 

I' 

Pedoman wawancara PLKB 

Nama: 

1. Sudah berapa lama anda menjadi plkb? 

2. lokasi kerja anda saat ini?sudah berapa lama? 

3. Bagaimana pencapaian kb MKJP di wilayah kerja saudara? 

4. Kb MKJP apa yang paling diminati di wilayah kerja saudara? 

5. Sejak 2011 s/2016 adakah kasus kegagalan/Komplikasi Kb MKJP di wilayah kerja saudara? 

Mohon dijelaskan jumlah kasusnya ... 

6. Pernahkah kasus kegagalari/komplikasi tersebut mendapat bantuan? 

Jika ya, mohon dirincikan besaran bantuanya? 

7. Apakah proses penggantian biaya memakan waktu yang lama?berapa minggu? 

8. Apakah setelah kasus kegagalan kb mkjp tertentu , saudara merasa takut meng-konseling 

akseptor atau biasa saja? 

9. Bagaimana pencapaian KB MKJP setelah kegagalan kb MKJP tertentu di wilayah saudara, 

mengalami penurunan di satu desa tersebut atau biasa saja? 

10. Harapan saudara mengenai biaya ganti kegagalan/komplikasi KB MKJP? 
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NO Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Sudah Berapa Lama menjadi PLKB? 33 tahun lnforman PLKB 1 

6 Tahun lnforman PLKB 2 
~ 

7 tahun lnforman PLKB 3 

33 tahun lnforman PLKB 4 

-
24 tahun lnforman PLKB 5 

35 tahun lnforman PLKB 6 

36 tahun lnforman PLKB 7 

30 tahun lnforman PLKB 8 

25 tahun lnforman PLKB 9 

7 tahun lnforman PLKB 10 

2. Lokasi Kerja anda saat ini?sudah berapa Kec. Cepiring, 13 tahun lnforman PLKB 1 
\ 

lama? 

Kec Baja, 6 tahun lnforman PLKB 2 

Kec. Brangsong, 1,5 tahun lnforman PLKB 3 

Kec. Weleri, 13 tahun lnforman PLKB 4 

Kec Rowosari, 20 tahun lnforman PLKB 5 

Kec. Ringinarum, 17 tahun lnforman PLKB 6 

1 
! 

I 
~~-------------------------------
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-- --
----- ------- - -- - -- -- -

I Kec.Kangkt.,mg, 15 tahun lnforman PLKB 7 ( 
I 

Kec. Sukorejo, 3,5 tahun 
. 
lnforman PLKB 8 

I 

I 
Kec Patean, 21 tahun lnforman PLKB 9 I 

I 

I f--· 
Kec.Piantungan, 7 tahun lnforman PLKB 10 

1 ,, 

' 3. Bagamaina pencapaian MKJP di wilayah "Bagus,IUD paling diminati sekarang ..... " lnforman PLKB 1 I 

I 
anda?apa yang paling diminati? 

I 

I "MKJP mencapai 60%, lnplant yang banyak ... " lnforman PLKB 2 
I 

I " Lumayan, impl~nt yang paling disuka .. " lnforman PLKB 3 
' ' 
I 

' 'Biasa. lnplant dan IUD ... " lnforman PLKB 4 

--
"Sulit,inplant paling diminati. ... " lnforman PLKB 5 

I 
" MKJP 25%, paling diminati in plant ... " lnforman PLKB 6 

I "masih rendah, inplant yang paling diminati ... " lnforman PLKB 7 ! 

I "tahu sendiri pernah disukorejo, inplant paling diminati ,IUD mulai diminati lagi lnforman PLKB 8 
I tahun 2016" I 
I 

I 
"Lumayan, inplant yang diminati" lnforman PLKB 9 

I 
"ya bagus, inplant paling disukai" tnforman P'LKB 10 

' 

4. Sejak 2011 s/d 2016 adakah kasus Ada, 1 akseptor IUD Hamil 2016 baru melahirkan sampai dengan 40 hari di lnforman PLKB 1 

' 
kegagalan/komplikasi KB MKJP di wilayah Rumah Sakit. Waktu itu pelayanan waktu bidan praktek di pelayanan 2016 .. " 

I kerja saudara? Mohon dijelaskan jumlah -

kasusnya? 

\ Selama Bekerja ada 3 kasus, 1 MOW 2011, IUD 2015 dan IUD 2017 ... " lnforman PLKB 2 

I 
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- - - ---- - -- -- --
lnforman Ptl\8 3 

I 

; "Ada 3 kasus kegagalan IUD 2016 ada 2 dan sebelumnya 1 ... " ·lnforman PLKB 4 
' 

( 
I 

I 

"tidak ada kasus ... " lnforman PLKB 5 
I 
I ---

"Tidak ada kasus maupun komplikasi .... " lnforman PLKB 6 
I 

I 
"Tidak ada" lnforman PLKB 7 

I .. 

I "2011 translokasi IUD, 2015 3 kegagalan IUD, 2016 translokasi IUD di Damarjati lnforman PLKB 8' 

I tanggal25 Oktober 2016. Begitu dipasang seminggu langsung 
I 
I 
I 

translokasi.dioperasi di RSUD Soewondo ,opname. 

' Kegagalan MOW 2Q.l6·itu:2· orang yang satu ikut safari pas pelayanan lnforman PLKB 9 I . . 
I 

inplant,tidak tahu kerenatidak laporan. Yang oran:g kedua hamil akhirnya 

I keguguran tapi kita fasilitasi, karena janin tidak berkembang,kata dokter. 
I Kegagalan 1 MOP habis melahirkan bulan mei ini,iy~ kami ikut.menengok. I 

I 

Ada satu di Bulan Mei 2017 ini ,malah ............ " ·lnforman PLKB 10 
I 

\ 5 Pernahkan kasus kegagalan/ komplikasi Tidak,ada bpjs lnforman PLKB 1 
I 
' tersebut mendapat bantuan? Jika ya I 

mohon dirincikan besarannya? 
I 

Tidak" lnforman PLKB 2 
! 

I 
Ya MoW 450 ribu,IUD sesuai dengan jumlah biaya peralinan lnforman PLKB 3 

I 

Sidokmukti 1,5 juta,teratai 5 jt, dan karangdowo 1,5 juta. lnforman PLKB 4 

,, - lnforman PLKB 5 
·. 

Tidak lnforman PLKB 6 

I - lnforman PLKB 7 
'--· 
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-- - - - ,.,.,._.,l)_,..,.:nooporuam:aa·n-KaJ:.ena-::.tfabis.ann-gar:annya-akhir-t-ahu~~ecamatan-- -lnforman PC!(B 8 
I 

' membantu untuk akseptornya,berisinnya.Sepertinya tidak ada BPJS" . 
I 

I "Yangdiganti proses ki~et dan periksa11ya.Kalau mobil diaminta lnf6rman PLKB 9 
i 
I ganti.Kecamatan mengganti tiga ratus ribu,untuk prosesnya di RSUD Kendal 

I butuh dua kali untuk bolak-balik." 

I 
I 

I "Belum,karena baru saja mengetahui kalau hamil dan keguguran, .... " lnforman PLKB 10 
I 
I 6. Apakah proses penggantian biaya Tidak ada lnforman PLKB 1 
I 

I 
memakan waktu yang lama berapa ; 

I minggu? ' I 
I 
I 

: 
Sekitar satu bulan lnforman PLKB 2 I 

I Langsung dikasih kabupaten lnforman PLKB 3 
I -I 

' Tiga mingguan lnforman PLKB 4 
I 
I 
I 1----------------········------------------·--···-· ' I Tidak ada lnforman PLKB 5 
i --- --
I - lnforman PLK.B 6 
1 

l '----'------

I - lnforman PLKB 7 

\ 

------ -------···----·--· •c••••>•••••• •':,'"''''''-----------·-•·•-·- •• • 

Lama 8 bulan belum lnforman PLKB 8 
·------. ---·---------·····------·--·· 

\ Lama ya sebulanan lnforman PLKB 9 
'I --·-------··-----· -----I Belum tahu lnforman PLKB 10 
' 

7. Apakah setelah kasus kegagalan MKJP "Tidak" lnforman PLI<B 1 

: tertentu ,saudara merasa takut 
I mengkonseling akseptor atau biasa saja? 

I "tidak, saya tetap optimis dan berani melakukan konseling dan masalah lnforman PLKB 2 
: 

-.: 
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---~ - - -- - - - - - - - --- ~ ---· ·-

I 
kegagalan itusudah kehendak Allah SWT" 

( 
I Biasa saja informan PLI<B 3 

' I 
I 

I "Tidak soalnya memang setiap 100 IUD·ada 1 yang gagal secara kebetulan pas lnforman PLKB 4 
I pad a akseptor terse but" 
I 
I 

"Tidak1 kita malah semakin tertantang .. " lnforman PLKB 5 ' 
I 
I 

I - lnforman PLKB 6 

i - lnforman PLKB 7 
I 

I 
I "Tidak1 Biasa saja1kendalanya orang lapangan ada kasus-kasus seperti itu" lnforman PLKB 8 
: 
I "Tidak takut I Cuma kadang masyarakat khusunya di dusun situ yang gagal tetap lnforman PLKB 9 
I pengaruh" 
' ' 
I lnforman PLKB 10 I 
I 

' 

j 
8 Bagaimana pencapaian KB MKJP setelah Tidak pengaruh lnforman PLKB 1 

I kegagalan/komplikasi di wilayah saudara 1 I 

' mengalami penurunan di satu desa 
I 
' terse but at au biasa saja? 
I 
I 
I 

,, Dalam Desa yang bersangkutan iya1 mengalami penurunan1 tapi kala sudah lnforman PLKB 2 

I 
dalam jangka waktu lama akan kembali normal" 

I 
: tidak lnforman PLKB 3 
I 
I 
1 

Masih disukai . lnforman PLKB 4 
I 
I 

! Tidak apa-apa lnforman PLKB 5 

I 
I 

I --
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--~--- --- ~ _,- -- ·- -- -- ·- - -

' - lnforman PLKB 6 
( 

I I 
I ' 

I 
. 
lnforman PLKB 7 -

I 

I Biasa, IUD malah ada penambahan . Begitu kasus ini muncul ,kita datang ke lnforman PLKB 8 I 

I akseptor ,jangan sampai ini keluar 
I , 

Tetep pengaruh ke satu dusun itu.malah ketika yang hamil itu crita tieng-tiang lnforman PLKB 9 
I 
\ 

desabilang ini mall praktek" 

Belum pernah di plantungan lnforman PLKB 10 
! 
I 9 Harapan saudara mengenai biaya ganti Sebaiknya dipantau walau dapat ganti bpjs lnforman PLKB 1 
I 

l kegagalan,/komplikasi KB MKJP 

I Biaya persalinan dapat diganti secara penuh, bahkan ditambah untuk biaya lnforman PLKB 2 

i 
kehidupan minimal selama satu tahun,prosenya ~udah dan cepat begitu pula 

syaratnya I I 

I Diganti semua biayanya lnforman PLKB 3 

1 Ya, jumlahnya dapat ditingkatkan lnforman PLKB 4 
' 
I Mohon bantuannya lebih besar lnforman P~KB 5 
I 
! -
i Harapall setiap kegagalan mendapatkan bantuan lnforman PLKB 6 

I 

I - lnforman PLKB 7 

i Ya secepatnya kita ,menghandle kegiatan-kegiatan, menyatakan keprcayaan lnforman PLKB 8 
' bersama nita. 
I 

I Harapan semua biaya yang dikeluarkan bisa ditanggung, dengan proses yang lnforman PLKB 9 

I tidak terlalu berbelit-belit kayak sukorejo alhamdulilah patean bisa lancar 

I Secepatnya .... lnforman PLKB 10 

I 
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No. 

1 

1 

REKAPITULASI BIAYA PERAWATAN KEGAGALAN IKOMPUKASI MOW 
Tahun 2014 

NAMA 

Ny. Rumyati 

Ny. Alpiyah 

-

Total Dana 
Realisasi 
Sisa 

ALAMAT 

RT. 01/RW. 05 
Desa Sidomukti 
Kec. Weleri 

Oukuh Sekopek 
RT. 003/RW. 001 
Oesa Sarirejo 
Kec. Kaliwungu 

JUMLAH 

. 

20,000,000 
5,266,750 

14,733,250 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

JUMLAH 
BIAYA 

4:245.750,-

' •' ri 

1.021.000,-

5.266.750 

- ------------------ --· ------~------- ---- ---- ------- --
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I 
I 

I 
l. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1' 

8 

9 

10 

10 

11 

12 

I _____ ~---

REKAPITULASI BIAYA PERAWATAN KEGAGALAN /KOMPLIKASI 

NAMA 

Tri Hadi Lestari 

Tupriyani 

Ny. Dwi Mardiati 

Ny.lda Gunaryati 

Ny. Dewi Astuti 

Ny. Dwi Suhamingsih 

Ny. Dian Pertiwi 

Ny. Wahyutiasih 

Ny.Jariyah 

Ny. Ngatiyah 

Tomi Priyadi 

Ny. Jamilatun 

Ny. Nia Hidayah 

Total Dana 
Realisasi 
Sisa 

TAHUN 2015 

ALAMAT 

Dukuh Tegal 
RT. 002/RW. 004 
Desa Puguh 
Kec. Pegandon 

Dukuh Kenjuruan 
RT. 015/RW. 004 
Desa Purwosasri 
Kec. Sukorejo 

Tanjungsari 
RT. 02JRW. 02 
Desa Tanjungsari 
Kee. Rowosari 

Dukuh Krajan 
RT. 01/RW. 02 
Desa Bebengan 
Kec. Boja 

Dusunlanji 
RT.01/RW.01 
Desa Lanji 
Kec. Patebon 

Dusun Karanganyar 
RT.03/RW.04 
Desa Karangdowo 
Kec. Weleri 

Dusun Trate 
RT.02/RW.01 
Desa Tratemulyo 
Kec. Weleri 

Dusun Kalibogor 
RT. 03/RW. 02 
Desa Kalibogor 
Kec. Sukorejo 

Dusun Krajan 
RT. 02/RW. 02 
Desa BuJak 
Kec. Rowosari 

RT.01/RW.01 
Desa Umbangan 
Kec. Limbangan 

RT.01/RW.01 
Keturahan Karangsari 
Kec. Kota Kendal 

Dusun Mijen 
RT.04/RT.01 
Desa Nolokerto 
Kec. Kaliwungu 

Dusun Grogol 
RT.04/RW.05 
Desa Magelung 
Kec. Kaliwungu Selatan 
JUMLAH 

Rp. 28.930.000,
Rp. 28.908.757,
Rp. 21.243,-

~--- -~~-..,...... --- ------.. -~------- --- -

JUMLAH 
KET 

BIAYA (Rp.) 
1,500,000 Kegagalan MOW 

'. 
2;212,500 Kegagalan IUD 

2,805,240 Kegagalan IUD 

4,148,000 Kegagalan IUD 

4,115,300 Kegagalan Implant 

-·' 

1,500,000 Kegagalan IUD 

4,134,974 Kegagalan IUD 

2,201,843 Kegagalan IUD 

2,500,000 Kegagalan IUD 

990,900 Komplikasi Implant 

900,000 Kegagalan MOP 

900,000 Kegagalan IUD 

1,000,000 Kegagalart IUD 

28,908,757 
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No. 

1 

2 

3 

4 

I! 
l I 

I 
I 

REKAPITULASI BIAYA PERAWATAN KEGAGALAN /KOMPLIKASI 
TAHUN 2016 

-

NAMA 

Ny. Siti Aliyah 

Ny. Muryanti 

Ny. lstirokhah 

Ny. Anis Fitriyani 

-· 

Total Dana 
Realisasi 
Sisa 

AlAMAT 

Oukuh Sari 
RT. 02/RW. 03 
Desa Ngampel Kulon 
Kec. Ngampel 

Pule lawang 
RT:44/RW.12 
Desa Sidokumpul 
Kec. Patean 

Oukuh Kauman 
RT. 03/RW. 02 
Desa Kebonadem 
Kec. Brangsong 

Dusun Kumpulrejo 
· RT. 03/RW. 02 
Desa Kumpulrejo 
Kec. Kaliwungu 

JUMLAH 

Rp.10.000.000,
Rp. 4.014.300,
Rp. 5.985.700,-

JUMLAH 
KET BIAYA (Rp.) 

376,600 Komplikasi IUD 

1,707,100 Kegagalan MOW 

493,000 Komplikasi IUD 

1,437,600 Kegagalan IUD 

4,014,300 

-'------------------ ----- --------- ----
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